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TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2016, perlu disusun Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, perlu disusun prioritas dan rencana
pembangunan Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012;

c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan



Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025. (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4700);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI
Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4663);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun
2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4664);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun
2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4698);

13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007
tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan
Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan



Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E);

16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 14 Seri
E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 106);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 sebagai mana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun
2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun
2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 (Lembaran Daerah
Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 18 Seri A);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011-2031;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun
2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN 2013.

Pasal 1

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun
2013 berfungsi untuk:

a. Pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 yang didahului dengan
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) tahun 2013; dan

c. Pedoman pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2013 bagi seluruh
pelaku pembangunan.



Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banjarnegara Tahun
2013 berikut matriknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran
II, dan Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 3

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

BAB  I : PENDAHULUAN

BAB  II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011 DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

BAB  III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

BAB  IV  : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

BAB   V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB  VI  : PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara

Pada tanggal 4-9-2012

BUPATI BANJARNEGARA

Cap ttd

SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara

Pada tanggal -7-2012

SEKRETARIS DAERAH

Cap ttd

FAHRUDIN SLAMET SUSIADI



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TAHUN 2012 NOMOR 23 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda

NIP. 19600519 198510 1 001
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LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR : 41 Tahun 2012
TANGGAL :

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2013

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Kebijakan desentralisasi pemerintahan di Indonesia yang

ditandai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 22

Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir

kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diubah dengan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,

telah berjalan dan telah memberikan banyak peluang bagi

daerah untuk mengembangkan potensi lokal yang dimiliki untuk

meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah menuju

kesejahteraan masyarakat.

Demi terwujudnya sebuah tatanan kehidupan masyarakat

yang sejahtera diperlukan suatu perencanaan pembangunan

yang strategis dengan sasaran yang terarah, sesuai aspirasi

masyarakat dan sejalan dengan tugas dan kewenangan yang

diamanatkan undang-undang kepada penyelenggara

pemerintahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

disebutkan bahwa daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan

pembangunan jangka 1 (satu) tahun yang berpedoman pada

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang

merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah
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serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) yang merupakan dokumen perencanaan

pembangunan untuk periode 20 tahun dengan memperhatikan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Presiden

Republik Indonesia untuk periode 2010-2014.

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah, RKPD sekurang-kurangnya memuat tentang kerangka

ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah,

rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan

mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif,

baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Untuk mensinergikan program dan kegiatan tahun 2013

dilakukan melalui inventarisasi data potensi dan identifikasi

permasalahan. Selain itu juga dilakukan melalui Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara berjenjang dari

tingkat desa, kecamatan dan kabupaten yang melibatkan

seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan

daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2013

didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku,

antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali, diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan

Ruang;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kota;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun

2010-2014;

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan

Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
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15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten

Banjarnegara;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

(RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005–2025

sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2005–2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11

Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Daerah;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

Daerah Tahun 2013.
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1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2013 adalah sebagai berikut:

a. Menjabarkan RPJMD Tahun 2011–2016 ke dalam rencana

program kegiatan prioritas Kabupaten Banjarnegara Tahun

2013 dan menyelaraskan dengan sasaran dan program

RPJMN 2010-2014 dan RKP Tahun 2013;

b. Menciptakan sinergi program dan kegiatan antar wilayah,

antar kewenangan urusan pembangunan, dan antar tingkat

pemerintahan;

c. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber

daya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2013

bertujuan untuk menghasilkan:

a. Pedoman penyusunan Rancangan APBD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013 baik Rancangan APBD Murni

maupun Rancangan APBD Perubahan yang didahului

dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) didasarkan pada Permendagri Nomor 13

Tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007;

b. Pedoman penyelenggaraan Pembangunan Daerah di

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013;

c. Media akuntabilitas dalam rangka menciptakan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

1.4 Hubungan Antar Dokumen
RKPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2013 merupakan

dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Banjarnegara

sebagai penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun

2011-2016, dan diintegrasikan dengan dokumen perencanaan

lainnya.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan

nasional yang adil dan merata, RKPD Tahun 2013 juga disusun

dengan memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi program
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pembangunan daerah dengan program pembangunan nasional

dalam mewujudkan pertumbuhan yang berkelanjutan dan

berkeadilan (sustainable growth with equity) dengan strategi

pembangunan yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro

environment serta memperhatikan kebijakan Pencapaian Tujuan

Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals (MDGs)).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka RKPD Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013 memiliki keterkaitan yang sangat erat

dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, baik di tingkat

provinsi maupun nasional.

1.5 Sistematika RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Banjarnegara Tahun 2013 disusun dengan sistematika sebagai

berikut:

BAB I : PENDAHULUAN
Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan,

maksud dan tujuan, hubungan antar dokumen

perencanaan dan sistematika RKPD.

BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN
2011 DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
Memuat gambaran umum kondisi daerah meliputi

aspek geografi dan demografi; evaluasi pelaksanaan

program dan kegiatan RKPD Tahun 2011 dan

realisasi RPJMD; dan permasalahan pembangunan

daerah yang berhubungan dengan prioritas dan

sasaran pembangunan daerah.

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN
KEUANGAN DAERAH
Memuat arah kebijakan ekonomi daerah; kondisi

ekonomi daerah tahun 2011 dan perkiraan tahun

2012; tantangan dan prospek perekonomian daerah

tahun 2013 dan tahun 2014; dan arah kebijakan

keuangan daerah yang mencakup proyeksi keuangan
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daerah dan kerangka pendanaan serta arah kebijakan

belanja daerah.

BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
DAERAH
Memuat tentang tujuan dan sasaran pembangunan

serta program prioritas pembangunan daerah.

BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat rencana program dan kegiatan prioritas

daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan dan capaian kinerja yang

direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI : PENUTUP
Memuat harapan dukungan dari seluruh pemangku

kepentingan guna terlaksananya kegiatan

pembangunan daerah tahun 2013.
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BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN 2011

DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
2.1.1 Aspek Geografi

1) Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Banjarnegara adalah salah satu Kabupaten di Jawa

Tengah bagian barat dengan total luas wilayah sebesar

106.971,01 ha atau sekitar 3,29% dari luas wilayah Provinsi

Jawa Tengah, dengan kepadatan penduduk pada tahun 2011

sebesar 872 jiwa/km2. Secara administratif Kabupaten

Banjarnegara terdiri dari 20 kecamatan, 266 desa, dan 12

kelurahan. Kecamatan terluas di Kabupaten Banjarnegara

adalah Kecamatan Punggelan dengan luas sebesar 10.284,01

ha atau 9,61% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil

adalah Kecamatan Purwareja Klampok dengan luas sebesar

2.186,67 ha atau 2,04% dari total luas wilayah Kabupaten

Banjarnegara.

Wilayah Kabupaten Banjarnegara berbatasan dengan

beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Batas-batas

Kabupaten Banjarnegara dapat dirinci sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan

dan Kabupaten Batang;

Sebelah Timur : berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kebumen;

dan

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga

dan Kabupaten Banyumas.

Adapun pembagian wilayah administratif Kabupaten

Banjarnegara menurut kecamatan dapat dirinci sebagai

berikut:
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Tabel 2.1.
Data Wilayah Administratif di Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Luas
(Ha)

Jumlah
Desa

Jumlah
Kelurahan

Susukan 5.265,67 15 -
Purwareja Klampok 2.186,67 8 -
Mandiraja 5.261,58 16 -
Purwanegara 7.386,53 13 -
Bawang 5.520,64 18 -
Banjarnegara 2.624,20 4 9
Sigaluh 3.955,95 14 1
Madukara 4.820,15 18 2
Banjarmangu 4.635,61 17 -
Wanadadi 2.827,41 11 -
Rakit 3.244,62 11 -
Punggelan 10.284,01 17 -
Karangkobar 3.906,94 13 -
Wanayasa 8.201,13 17 -
Kalibening 8.377,56 16 -
Batur 4.717,10 8 -
Pagentan 4.618,98 16 -
Pejawaran 5.224,97 17 -
Pagedongan 8.055,24 9 -
Pandanarum 5.856,05 8 -

Total 106.971,01 266 12
Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

2) Letak dan Kondisi Geografis
Kabupaten Banjarnegara terletak antara 7o12'–7o31'

Lintang Selatan dan 109o20'10''–109o45'50'' Bujur Timur.

Berada pada jalur pegunungan di bagian tengah Provinsi Jawa

Tengah sebelah barat yang membujur dari arah barat ke

timur.

Berdasarkan pembagian zona fisiografi, Kabupaten

Banjarnegara masuk dalam 3 (tiga) zona yang berbeda yaitu

Zona Pegunungan Serayu Utara dengan morfologi berupa

rangkaian pegunungan dengan lereng dan lembah yang

curam, Zona Depresi Sentral yang merupakan dataran dengan

lembah Sungai Serayu yang subur, dan Zona Pegunungan

Serayu Selatan yang berupa lereng yang terjal dan curam,

umumnya tidak subur dan sering kekurangan air.
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3) Topografi
Kabupaten Banjarnegara memiliki relief yang beraneka

ragam, yaitu dataran rendah, dataran tinggi dan perbukitan

dengan pegunungan landai hingga tinggi dan curam.

Berdasarkan bentuk tata alam dan penyebaran geografisnya,

dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) zona, yaitu:

a) Bagian utara yang terdiri dari daerah pegunungan dengan

relief bergelombang dan curam, bagian ini meliputi wilayah

Kecamatan Kalibening, Pandanarum, Wanayasa,

Karangkobar, Pagentan, Pejawaran, Batur, Madukara dan

Banjarmangu;

b) Bagian tengah terdiri dari wilayah dengan relief datar,

merupakan lembah Sungai Serayu yang subur, mencakup

sebagian Kecamatan Banjarnegara, Madukara, Bawang,

Purwareja Klampok, sebagian Kecamatan Susukan, Rakit,

Wanadadi dan Banjarmangu;

c) Bagian selatan terdiri dari wilayah dengan relief curam,

merupakan bagian dari pegunungan Serayu Selatan.

Bagian ini meliputi Kecamatan Sigaluh, sebagian

Kecamatan Banjarnegara, Pagedongan, Bawang,

Purwanegara, Mandiraja, dan sebagian Kecamatan

Susukan.

4) Geologi
Berdasarkan Peta Geologi, kondisi geologi Kabupaten

Banjarnegara adalah sebagai berikut:

a) Pembagian Formasi Endapan

Berdasarkan hasil survei nasional tentang geologi

regional, Kabupaten Banjarnegara termasuk wilayah jalur

fisiografi Pegunungan Serayu Selatan.

Adapun stratigrafi daerah terdiri dari batuan yang

tertua yaitu batuan molion (metamorf) yang terdiri dari:

(1). Sekis Kristalin;

(2). Sabak;

(3). Serpih Hitam;
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(4). Filit;

(5). Kwarsit; dan

(6). Batuan Gamping.

Sedangkan batuan pratersier termudanya yaitu

lempung serpihan dengan lensa-lensa batu gamping

orbitulina. Di atas batuan pratersier terdapat endapan

batuan tertier yang terdiri dari sedimen eosen dan horison

tufanapalon serta horison breksi. Batuan termudanya

yaitu batuan sedimen kwarter yang terdiri dari breksi

lembah dan endapan baru.

b) Formasi Batuan

Berdasarkan hasil penyelidikan tahun 1974 oleh

Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran

Jogjakarta bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten

Banjarnegara, maka diperoleh data formasi batuan di

Kabupaten Banjarnegara, adalah sebagai berikut:

(1). Batuan Grewake dan lempung hitam tersingkap di

daerah Kalitengah sampai Merden Kecamatan

Purwanegara;

(2). Batuan Metasedimen tersingkap di Desa Kalitengah,

Kecamatan Purwanegara hingga daerah

Kebutuhduwur, Kecamatan Pagedongan;

(3). Batuan Filit dan Sekis singkapannya banyak

ditemukan di lereng selatan Pegunungan Serayu

Selatan.

5) Hidrologi
Sebagai daerah yang sebagian besar (lebih kurang 60%)

berbentuk pegunungan dan perbukitan, Kabupaten

Banjarnegara memiliki beberapa sungai. Sungai yang terbesar

yaitu Sungai Serayu dengan anak-anak sungainya antara lain

Kali Tulis, Kali Merawu, Kali Pekacangan, Kali Gintung dan

Kali Sapi. Sungai-sungai ini dimanfaatkan sebagai sumber

pengairan yang dapat mengairi areal sawah seluas 9.813,88

hektar.
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Terdapat 14 (empat belas) sungai di Kabupaten

Banjarnegara yang memiliki panjang lebih dari 10 km dengan

Sungai Serayu sebagai sungai terpanjang yaitu 66 km.

6) Klimatologi
Kabupaten Banjarnegara beriklim tropis. Musim hujan

dan musim kemarau silih berganti sepanjang tahun, dengan

bulan-bulan basah (hujan) lebih banyak dari pada bulan-

bulan kering (kemarau) dengan curah hujan rata-rata

4.450,53 mm per tahun. Suhu udara di Kabupaten

Banjarnegara berkisar antara 18C-29C dengan temperatur

terdingin yaitu 18,20C, kecepatan angin sebesar 6 knot, dan

kelembaban udara berkisar 65%-91%.

Sebaran tingkat curah hujan dan hari hujan per

kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 2.2.
Banyaknya Curah Hujan dan Hari Hujan

di Kabupaten Banjarnegara

Kecamatan Curah Hujan Hari Hujan
2010 2011 2010 2011

Susukan 6.408 2.673 246 144
Purwareja Klampok 4.449 2.861 196 129
Mandiraja 5.044 2.756 239 145
Purwanegara + + + +
B a w a n g + + + +
Banjarnegara 6.408 255
Pagedongan - - - -
Sigaluh - - - -
Madukara 5.525 4.535 351 174
Banjarmangu 6.117 3.434 237 158
Wanadadi 6.211 3.266 342 157
R a k i t - - - -
Punggelan - - - -
Karangkobar - - - -
Pagentan - - - -
Pejawaran 4.531 3.676 292 238
B a t u r - - - -
Wanayasa - - - -
Kalibening - - - -
Pandanarum - - - -

Sumber: Dinas PSDA dan ESDM Kab. Banjarnegara 2011
Ket:

0 = Keadaan Tidak hujan
+ = Keadaan Alat rusak
- = Tidak mengirim data

7) Penggunaan Lahan
Penggunaan lahan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:

a). Kawasan Budi Daya
Kawasan budidaya didefinisikan sebagai bagian

wilayah yang secara langsung digunakan atau diambil

manfaatnya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Pengelolaan kawasan budidaya bertujuan untuk

meningkatkan daya guna dan hasil guna sumber daya

serta untuk menghindari konflik pemanfaatan ruang dan

kelestarian lingkungan hidup.
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Kawasan budidaya di Kabupaten Banjarnegara terdiri

atas:

1). Kawasan peruntukan hutan produksi

2). Kawasan peruntukan hutan rakyat

3). Kawasan peruntukan pertanian

4). Kawasan peruntukan perikanan

5). Kawasan peruntukan pertambangan

6). Kawasan peruntukan industri

7). Kawasan peruntukan pariwisata

8). Kawasan peruntukan permukiman

9). Kawasan pertahanan dan keamanan

10). Kawasan peruntukan lainnya.

b). Kawasan Lindung
Kawasan lindung berfungsi utama melindungi

kelestarian sumber daya alam, sumber daya buatan, serta

nilai budaya dan sejarah bangsa. Di dalam kawasan ini

tidak diperkenankan adanya aktifitas atau kegiatan

budidaya yang dapat mengurangi atau merusak fungsi

lindungnya, kecuali digunakan untuk meningkatkan

fungsi lindungnya.

Kawasan lindung yang terdapat di Kabupaten

Banjarnegara adalah:

1). Kawasan hutan lindung

2). Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap

kawasan bawahannya

3). Kawasan perlindungan setempat

4). Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar

budaya

5). Kawasan rawan bencana alam

6). Kawasan lindung geologi

7). Kawasan lindung lainnya

2.1.2 Aspek Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2011 menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten
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Banjarnegara sejumlah 938.768 jiwa, terdiri atas 469.634 jiwa

laki-laki dan 469.134 jiwa perempuan, meningkat sebanyak

6.080 jiwa bila dibandingkan dengan jumlah penduduk pada

tahun 2010 sejumlah 932.688 jiwa yang terdiri atas 466.410

jiwa laki-laki dan 466.278 jiwa perempuan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka

bertambah pula peningkatan jumlah rumah tangga yang

diakibatkan oleh perubahan status perkawinan penduduk.

Pada akhir tahun 2010 jumlah rumah tangga tercatat sebesar

245.242 rumah tangga, dan jumlahnya meningkat sebanyak

1.430 rumah tangga pada tahun 2011 menjadi sebesar

246.692 rumah tangga.

Penyebaran penduduk di tiap kecamatan tidak merata,

dimana kecamatan dengan penduduk terbanyak adalah

Kecamatan Purwanegara yaitu sebanyak 73.030 jiwa (7,78%)

dan jumlah penduduk paling sedikit adalah di Kecamatan

Pandanarum dengan jumlah penduduk  22.328 jiwa (2,38%).

Sementara untuk tingkat kepadatan penduduk

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2011 adalah sebesar

878 jiwa per Km², dengan kepadatan tertinggi terdapat di

Kecamatan Banjarnegara yaitu sebanyak 2.344 jiwa per Km²,

sedangkan kepadatan penduduk terendah terdapat di wilayah

Kecamatan Pandanarum yaitu sebanyak 381 jiwa per Km².

Jumlah, penyebaran, dan kepadatan penduduk

Kabupaten Banjarnegara per kecamatan dapat dilihat pada

tabel berikut:
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Tabel 2.3.
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Banjarnegara

Tahun 2011

Kecamatan
Luas
Area
(Km²)

Penduduk
Laki-
Laki

Perem-
puan Jumlah Kepa-

Datan
Susukan 52,66 31.362 31.640 63.002 1.196
Purwareja Klampok 21,87 24.665 23.941 48.606 2.222
Mandiraja 52,61 33.053 34.427 67.480 1.283
Purwanegara 73,86 36.538 36.492 73.030 989
Bawang 55,25 27.337 27.256 54.593 988
Banjarnegara 26,24 30.344 31.166 61.510 2.344
Pagedongan 80,51 18.560 18.512 37.072 460
Sigaluh 39,56 15.829 15.145 30.974 783
Madukara 48,20 21.263 21.193 42.456 881
Banjarmangu 46,36 20.724 20.695 41.419 893
Wanadadi 28,27 15.035 14.922 29.957 1.060
Rakit 32,45 25.937 26.086 52.023 1.603
Punggelan 102,84 36.552 36.467 73.019 710
Karangkobar 39,07 14.582 14.393 28.975 742
Pagentan 46,19 18.953 18.692 37.645 815
Pejawaran 52,25 21.897 21.403 43.300 829
Batur 47,17 19.702 19.406 39.108 829
Wanayasa 82,01 23.443 23.119 46.562 568
Kalibening 83,78 22.569 23.140 45.709 546
Pandanarum 58,56 11.289 11.039 22.328 381

T o t a l 1.069,71 469.634 469.134 938.768 878
Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

Komposisi penduduk berdasarkan umur ditampilkan

pada tabel 2.4. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui

bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif (15-64

tahun) sebesar 65,63% yang dapat menjadi aset yang

produktif bagi pembangunan Kabupaten Banjarnegara. Rasio

jenis kelamin pada tahun 2011 sebesar 100,11, yang berarti

jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak

0,11% bila dibandingkan dengan jumlah penduduk dengan

jenis kelamin perempuan.
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Tabel 2.4.
Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin

di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
Kelompok

Umur Laki-laki Perempuan Jumlah

0-4 42.001 40.663 82.664
5-9 43.902 42.135 86.037

10-14 44.559 41.986 86.545
15-19 38.837 35.346 74.183
20-24 31.235 32.642 63.877
25-29 37.051 38.943 75.994
30-34 35.429 36.021 71.450
35-39 34.262 35.390 69.652
40-44 34.049 35.016 69.065
45-49 31.315 32.163 63.478
50-54 27.143 26.895 54.038
55-59 21.751 20.527 42.278
60-64 15.731 16.327 32.058
65-69 13.580 14.100 27.680
70-74 9.271 10.085 19.356
75+ 9.518 10.895 20.413

T o t a l 469.634 469.134 938.768
Sumber: Kabupaten Banjarnegara Dalam Angka 2011

2.2 Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
2.2.1 Evaluasi Agregatif Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pembangunan daerah secara makro

dapat ditunjukkan dengan capaian indikator agregat yang

meliputi:

a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Indeks Pembangunan  Manusia  (IPM) merupakan

salah satu indikator kinerja pembangunan untuk

mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang

mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu

angka Usia Harapan Hidup (UHH), capaian tingkat

pendidikan (Angka Rata-rata Lama Sekolah dan Angka

Melek huruf), serta pengeluaran riil per kapita guna

mengukur akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan

untuk mencapai standar hidup layak.

Angka IPM Kabupaten Banjarnegara terus mengalami

peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010, angka

IPM adalah sebesar 69,91, meski demikian angka ini masih
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berada di bawah rata-rata IPM Provinsi Jawa Tengah

sebesar 72,49.

Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah

tahun 2008-2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.5.
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia

Kabupaten Banjarnegara dengan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2008-2010

Tahun
IPM

Kab. Banjarnegara Prov. Jawa Tengah

2008 68,99 71,60
2009 69,63 72,10
2010 69,91 72,49

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah 2011

b. Pertumbuhan Ekonomi
Perekonomian Kabupaten Banjarnegara pada tahun

2011 menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat yaitu

sebesar 4,92% atau naik 0,03% apabila dibandingkan

dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2010 sebesar 4,89%.

Meski demikian, capaian ini lebih rendah apabila

dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi Jawa

Tengah yaitu sebesar 6,00%.

Sedangkan PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun

2011 atas dasar harga berlaku mencapai Rp 7,45 trilyun

atau Rp 3,03 trilyun atas dasar harga konstan tahun 2000

dengan peyumbang terbesar PDRB berasal dari sektor

pertanian.

c. Laju Inflasi
Tingkat inflasi di Kabupaten Banjarnegara cenderung

berfluktuatif tiap tahunnya. Angka inflasi pada tahun 2011

adalah sebesar 4,73%, membaik apabila dibandingkan

dengan angka inflasi pada tahun 2010 sebesar 7,13%.

Stabilnya pasokan bahan makanan sebagai inflatoar

terbesar pada saat masa puncak permintaan menjadi faktor
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penentu keberhasilan dalam upaya pengendalian harga

selama tahun 2011.

d. PDRB per Kapita
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per

Kapita berguna untuk mengetahui nilai PDRB per satu

orang penduduk. PDRB per kapita adalah indikator makro

yang secara agregat dapat digunakan untuk

menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai

kontribusi dari adanya gerak pertumbuhan ekonomi di

suatu daerah.

PDRB per kapita Kabupaten Banjarnegara menurut

harga berlaku terus mengalami peningkatan, dari

Rp 6.046.336,- pada tahun 2008 menjadi Rp 7.959.680,-

pada tahun 2011. Rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita

untuk setiap tahunnya adalah sebesar 11,31%.

Nilai PDRB per kapita atas dasar harga berlaku dan

tingkat pertumbuhannya disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.6.
PDRB per Kapita Penduduk Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008-2011

Tahun PDRB Per Kapita
Nilai Pertumbuhan

2008 6.046.336,- 16,44%
2009 6.533.983,- 8,07%
2010 7.214.067,- 10,41%

2011*) 7.959.680,- 11,31%
Rata-rata Pertumbuhan 11,31%

*) Angka Sementara
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara 2011
(diolah)

e. Indeks Williamson
Pertumbuhan ekonomi secara alami akan

menghasilkan pula ketimpangan ekonomi, meski

besarannya bersifat relatif. Perbedaan sumber daya

antarwilayah, akses, dan tingkat kemudahan mobilitas

barang dan jasa memberi andil dalam terciptanya

ketimpangan tersebut.
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Untuk mengukur ketimpangan ekonomi regional

dapat dilakukan dengan menggunakan indeks ketimpangan

Williamson. Indeks ini dihitung dengan menggunakan data

PDRB per kapita dan jumlah penduduk. Besaran angka

Indeks Williamson (IW) adalah 0≤IW≤1, dimana jika angka

indeks mendekati 0 (nol) maka tingkat kesenjangan

ekonomi rendah dan jika angka indeks mendekati 1 (satu)

maka tingkat ketimpangan tinggi.

Dari grafik di bawah, dapat dilihat bahwa tingkat

ketimpangan ekonomi antarkecamatan di Kabupaten

Banjarnegara masih relatif tinggi dengan angka indeks

sebesar 0,53.

Sumber: Bappeda Kab. Banjarnegara 2012
Gambar 2.1.

Indeks Williamson Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2007-2011

f. Persentase Penduduk Miskin
Angka kemiskinan memberi gambaran mengenai

intensitas penduduk dengan tingkat pendapatan terendah

di suatu daerah. Peningkatan kesejahteraan suatu daerah,

secara logis akan menurunkan pula angka kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Banjarnegara

tahun 2010 tercatat sebanyak 166.700 jiwa atau 19,17%

dari total penduduk.

2.2.2 Evaluasi Kinerja Urusan Kewenangan Kabupaten
a. Urusan Wajib

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan

untuk urusan wajib adalah sebagai berikut :

0,51

0,53 0,53 0,53 0,53

2007 2008 2009 2010 2011

Indeks Williamson
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1) Pendidikan
Pembangunan urusan wajib pendidikan

diarahkan pada kemudahan akses bagi masyarakat

dalam menikmati pendidikan yang bermutu melalui

penyediaan infrastruktur dan tenaga pengajar yang

memadai. Dengan demikian diharapkan tingkat

partisipasi masyarakat dalam pendidikan dapat

meningkat dalam rangka peningkatan kualitas sumber

daya manusia.

Pembangunan pendidikan dilaksanakan melalui

Program Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar,

Pendidikan Menengah, Pendidikan Non Formal dan

Informal, Pendidikan Khusus, Peningkatan Mutu

Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, Manajemen

Pelayanan Pendidikan, Fasilitasi Pendidikan Tinggi, dan

Pendidikan Berkelanjutan.

Capaian kinerja pembangunan urusan pendidikan

dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.7.
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi

Target
RPJMD
s/d Th
2012

2010 2011

1 2 3 4 5
Angka melek huruf 99,96 99,96 99,97 99,97
Angka rata-rata lama
sekolah

6,33 -

Angka partisipasi
kasar:
- APK SD/MI 103,95 97,31 97,85 97,85
- APK SMP/MTs 95,81 80,83 83,67 83,67
- APK SMA/MA/SMK 51,06 52,47 53,24 53,24
Angka Partisipasi
Murni:
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SD/MI/Paket A

98,05 96,93 97,47 97,47

Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMP/MTs/Paket B

88,29 78,76 81,59 81,59
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Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi

Target
RPJMD
s/d Th
2012

2010 2011

1 2 3 4 5
Angka Partisipasi
Murni (APM)
SMA/SMK/MA/Paket
C

45,91 45,14 45,91 45,91

Pendidikan dasar:
Angka partisipasi
sekolah usia 7-12
tahun

99,60 96,95 97,49 97,49

Angka partisipasi
sekolah usia 13-15
tahun

91,54 80,57 83,40 83,40

Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk
usia sekolah

67,56 63,36

Rasio guru/murid
SD/MI

1:15 1:15 1:16 1:16

Rasio guru/murid
SMP/MTs

1:15 1:15 1:17 1:17

Pendidikan
menengah:
Angka partisipasi
sekolah  usia 16-18
tahun

47,13 44,66 45,43 45,43

Rasio ketersediaan
sekolah terhadap
penduduk usia sekolah

9,75 10,24 10,44 10,44

Rasio guru terhadap
murid

1:16 1:16 1:17 1:17

Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD):

APK Pendidikan Anak
Usia Dini

69,05 60,68 69,15 69,15

Angka Putus Sekolah:
Angka Putus Sekolah
(APS) SD/MI

0,27 0,29 0,23 0,23

Angka Putus Sekolah
(APS) SMP/MTs

0,76 0,99 0,66 0,66

Angka Putus Sekolah
(APS) SMA/SMK/MA

0,86 1,19 0,76 0,76

Angka Kelulusan:
Angka Kelulusan (AL)
SD/MI

97,65 99,85 99,90 97,75

Angka Kelulusan (AL)
SMP/MTs

99,19 96,44 97,56 99,29

Angka Kelulusan (AL)
SMA/SMK/MA

97,27 99,93 99,94 99,94

Angka Melanjutkan
(AM) dari SD/MI ke
SMP/MTs

89,87 87,98 89,97 89,97
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Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi

Target
RPJMD
s/d Th
2012

2010 2011

1 2 3 4 5
Angka Melanjutkan
(AM) dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA

67,19 69,06 70,06 70,06

Fasilitas Pendidikan:
Ruang kelas SD/MI
kondisi bangunan baik

66,50 66,71 76,50 76,50

Ruang kelas SMP/MTs
kondisi bangunan baik

79,70 80,75 85,70 85,70

Ruang kelas
SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik

90,17 91,56 92,17 92,17

Guru SD  yang
memenuhi kualifikasi
S1/D-IV

26,71 49,63 54,63 54,63

Guru SMP  yang
memenuhi kualifikasi
S1/D-IV

89,10 90,55 92,10 92,10

Guru SMA  yang
memenuhi kualifikasi
S1/D-IV

95,78 96,64 96,78 96,78

Guru SMK yang
memenuhi kualifikasi
S1/D-IV

89,89 95,60 96,60 96,60

Angka Rata-Rata UN:
Angka Rata-Rata UN
SD/MI

7,33 - 7,50 7,50

Angka Rata-Rata UN
SMP/MTs

6,99 - 7,04 7,04

Angka Rata-Rata UN
SMA/MA

8,34 - 8,42 8,42

Angka Rata-Rata UN
SMK

8,07 - 8,13 8,13

Angka partisipasi masyarakat usia sekolah dalam

pendidikan yang dapat dilihat melalui besaran APK dan

APM rata-rata mengalami penurunan dari tahun 2010.

Hal ini dapat diindikasikan bahwa terjadi penurunan

perbandingan antara penduduk usia sekolah dengan

jumlah siswa yang bersekolah di Kabupaten

Banjarnegara. Dilihat dari rendahnya angka putus

sekolah, terjadinya penurunan APM dan APK

kemungkinan terjadi akibat adanya opsi bagi orang tua

untuk menyekolahkan anaknya di luar Kabupaten

Banjarnegara. Sehingga tantangan terbesar bagi

Pemerintah Daerah adalah bagaimana menyediakan
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pendidikan yang berkualitas baik dari sisi infrastruktur,

tenaga pengajar, maupun pemberdayaan lulusan agar

sekolah-sekolah di Kabupaten Banjarnegara tetap

menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

2) Kesehatan
Derajat kesehatan masyarakat Kabupaten

Banjarnegara dapat dilihat dari beberapa indikator,

antara lain menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI),

Angka Kematian Bayi (AKB), persentase balita gizi buruk

serta menurunnya angka/kasus kesakitan dan

kematian akibat penyakit menular maupun tidak

menular. Capaian kinerja pembangunan urusan

kesehatan ditunjukkan dengan beberapa indikator

sebagai berikut:

Tabel 2.8.
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja RKPD Target
Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi
Target
RPJMD
s/d Th
2012

2010 2011

1 2 3 4 5
Angka Kematian Ibu
per 100.000 kh

61,18 74,29 74,25 74,25

Angka Kematian Bayi
per 1.000 kh

15,09 15,78 10,1 10,1

Angka usia harapan
hidup

69,04 - 69,38 69,38

Persentase balita gizi
buruk

0,14 0,07 1 1

Rasio posyandu per
satuan balita

20/1000 20/ 1000 20/ 1000 20/1000

Rasio puskesmas,
poliklinik, pustu per
satuan penduduk

0,1/
1.000

0,1/
1.000

0,1/
1.000

0,1/
1.000

Rasio Rumah Sakit per
satuan penduduk

0,004/
1000

0,004/
1000

0,003/
1000

0,003/
1000

Rasio dokter per satuan
penduduk

0,06/1000 0,06/1000 0,06/1000 0,06/1000

Rasio tenaga paramedis
per satuan penduduk

1,146/100
0

1,146/1000 1,146/1000 1,146/1000

Cakupan komplikasi
kebidanan yang
ditangani

100 100 100 100

Cakupan Neonatus
dengan komplikasi
yang ditangani

100 100 100 100
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Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi

Target
RPJMD
s/d Th
2012

2010 2011

1 2 3 4 5
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
(%)

87 87,9 90 90

Cakupan Desa/
kelurahan Universal
Child Immunization
(UCI)   (%)

88,13 93,2 94 94

Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat
perawatan  (%)

100 100 100 100

Kesembuhan penderita
TBC BTA Positif

90 89 90 90

Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit DBD

0,46 0,87 0,30 0,30

Penderita malaria yang
diobati

100 100 100 100

Jumlah penderita
malaria baru (API)

0,83 0,87 0,6 0,6

Cakupan penemuan
dan penanganan
penderita penyakit
a. Acute Flacid

Paralysis (AFP) rate
per 100.000
penduduk <15
tahun

4 6 6 6

b. Penemuan
penderita
pneumonia balita

100 43,2 100 100

c. Penemuan pasien
baru TB BTA (+)

42 42,3 45 45

d. Penderita DBD yang
ditangani

100 100 100 100

e. Penemuan
penderita diare

100 56,6 100 100

Cakupan pelayanan
gawat darurat level 1
yang harus diberikan
sarana kesehatan (RS)
di Kabupaten

100 100 100 100

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin

100 100 100 100

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin

100 100 100 100

Cakupan kunjungan
bayi

98 97,3 100 100

Cakupan kunjungan
Ibu hamil K4

90 87,6 95 95

Cakupan pelayanan
nifas

95,52 82,1 90 90

Cakupan pelayanan
anak balita

87,9 77 80 80
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Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi

Target
RPJMD
s/d Th
2012

2010 2011

1 2 3 4 5
Persentase cakupan
balita dengan
pneumonia yang
ditangani

100 100 100 100

Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6 -
24 bulan  keluarga
miskin

100 6,4 100 100

Cakupan puskesmas 175 175 175 175
Persentase cakupan
rawat jalan

23,1 27,36 28 28

Persentase cakupan
rawat inap

1,08 2,82 3 3

Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami
KLB yang dilakukan
penyelidikan
epidemiologi < 24 jam

100 100 100 100

Cakupan Desa Siaga
Aktif

47,8 34,2 35 35

Persentase penduduk
yang memiliki akses
terhadap air minum
yang berkualitas

57,3 64 65 65

Persentase kualitas air
minum yang memenuhi
syarat

52,36 53 55 55

Persentase penduduk
yang menggunakan
jamban sehat

13,47 18,17 20 20

Persentase penduduk
tidak Buang air Besar
Sembarangan (BABS)

40,08 42,85 45 45

Persentase cakupan
TTU yang memenuhi
syarat kesehatan

67 70 80 80

Persentase cakupan
rumah yang memenuhi
syarat kesehatan

31,48 23,22 30 30

Persentase cakupan
tempat pengolahan
makanan (TPM) yang
memenuhi syarat
kesehatan

56 57 60 60

Balita yang datang dan
ditimbang

69,73 70,84 70 70

Balita yang naik berat
badannya

72,39 71,54 73 73

Balita bawah garis
merah

1,48 1,45 <15 <15

Cakupan bayi (6-11
bulan) mendapat
kapsul vitamin A 1 kali
per tahun

99,12 97,72 100 100

Cakupan anak balita
mendapat kapsul
vitamin A 2 kali per
tahun

99,08 97,93 100 100
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Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi

Target
RPJMD
s/d Th
2012

2010 2011

1 2 3 4 5
Cakupan  ibu nifas
mendapat kapsul Vit A

95,52 95,91 96 96

Cakupan ibu hamil
mendapat 90 tablet Fe

77,8 85,75 90 90

Persentase bayi yang
mendapat ASI eksklusif

52,36 56,33 65 65

Persentase desa dengan
garam beryodium baik

74,52 79,94 90 90

Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat

78 97,1 98 98

Persentase Posyandu
Purnama

22,37 22,37 25 25

Persentase Posyandu
Mandiri

11,8 11,8 13 13

BOR (Bed Occupancy
Rate) / Pemanfaatan TT
rawat inap (%)

63.90 65 75 75

LOS (Average Length of
Stay/Av LOS) / Rata-
rata hari perawatan
pasien (hari)

3,4 3,8 4 sd 6 4 sd 6

TOI (Turn Over Interval)
/Rata-rata TT tidak
digunakan (hari)

1.7 2.2 2 sd 3 2 sd 3

BTO ( Bed Turn Over) /
Frekuensi pemakaian
TT (kali)

77.4 58 60 - 70 60 - 70

Kelengkapan jenis
pelayanan spesialis
(%/jenis)

62,5
(10 jenis)

62,5
(10 jenis

67
(11 Jenis)

67
(11 Jenis)

Pembangunan urusan kesehatan diarahkan pada

penyediaan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas

untuk seluruh masyarakat. Sebagai wujud dukungan

dalam pencapaian tujuan pembangunan milenium

(MDGs) Pemerintah menaruh perhatian pada

pencegahan kematian pada ibu dan bayi melalui usaha

untuk menurunkan AKI dan AKB, penyediaan tenaga

kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, serta

penanganan kasus gizi buruk. Pencegahan dan

pengobatan penyakit menular dan tidak menular terus

dilakukan melalui peningkatan surveillance, kerja sama

lintas sektor, peningkatan partisipasi masyarakat dalam

pola hidup sehat, dan penyediaan sarana dan prasarana

kesehatan. Tahun 2013, target-target Standar
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Pelayanan Minimal (SPM) dimasukan ke dalam daftar

pengukuran kinerja pemerintah guna meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat.

3) Pekerjaan Umum
Urusan wajib bidang Pekerjaan Umum meliputi

pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan,

penanganan persampahan dan irigasi. Perkembangan

jenis  jalan di Kabupaten Banjarnegara sampai dengan

tahun 2011 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.9.
Jenis Jalan di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2011

Jenis Jalan 2007 2008 2009 2010 2011

Hotmix 412,416 434,061 468,226 478,732 484,892

Lapen 280,765 269,275 248,225 247,149 255,209

Batu 126,591 135,036 142,016 133,516 121,616

Tanah 68,639 50,039 29,944 29,014 26,694

Jumlah 888,411 888,411 888,411 888,411 888,411

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banjarnegara 2011

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa panjang

jalan di Kabupaten Banjarnegara adalah sepanjang

888,411 km. Pada tahun 2011, dilakukan peningkatan

jalan menjadi jalan hotmix sepanjang 6,16 km, selain

itu kondisi  jalan jenis lain telah mengalami

peningkatan yaitu jalan tanah telah berkurang dan

meningkat menjadi jalan batu, demikian pula jalan batu

telah meningkat menjadi jalan lapen.

Capaian kinerja pemerintah urusan pekerjaan

umum dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.10.
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Persentase rumah
tinggal bersanitasi

43,84 44,5 45,00 45,00
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Panjang jalan
kabupaten dalam
kondisi baik (> 40
km/Jam)

50,94 51,32 55,82 55,82

Tersedianya jalan yang
menghubungkan pusat-
pusat kegiatan dalam
wilayah Kabupaten

30 30

Tersedianya jalan yang
memudahkan
masyarakat per individu
melakukan perjalanan

30 30

Tersedianya jalan yang
menjamin pengguna
jalan berkendara
dengan selamat

20 20

Tersedianya jalan yang
menjamin kendaraan
dapat berjalan dengan
selamat dan nyaman

20 20

Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air
(minimal 1,5 m)

1,80 1,80 2,03 2,03

Tersediannya pedoman
Harga Standar
Bangunan Negara
(HSBGN) di Kabupaten

100 100

Tersediaanya sistem
jaringan drainase skala
kawasan dan skala kota
sehingga tidak terjadi
genangan (lebih 30 cm,
selama 2 jam) dan tidak
lebih dari 2 kali setahun

20 20

Tersedianya air irigasi
untuk pertanian rakyat
pada sistem irigasi yang
sudah ada

30 30

Rasio Jaringan Irigasi
(%)

8,46 9,09 9,23 9,23

Jaringan irigasi
Kabupaten dalam
kondisi baik

10.052 10.801 11.342 11.342

Persentase kondisi jalan dalam keadaan baik

mengalami peningkatan menjadi 51,32% pada tahun

2011. Meski demikian masih perlu terus dilakukan

peningkatan, mengingat infrastruktur jalan merupakan

salah satu pendorong dalam lancarnya aktivitas

masyarakat, khususnya aktivitas ekonomi. Kelancaran

arus distribusi barang dan jasa akan mengurangi biaya

yang harus ditanggung, baik oleh produsen maupun
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konsumen. Untuk pencapaian target tahun 2013,

diperlukan investasi dan kerja keras dari pemerintah

baik dalam penentuan prioritas maupun dalam

melakukan sinergi dengan pemerintah provinsi, dan

pusat dalam penanganan masalah peningkatan kondisi

jalan sesuai dengan kewenangannya.

Daya dukung irigasi dalam pertanian untuk

menopang ketahanan pangan juga patut menjadi

perhatian. Pemeliharaan dan peningkatan kapasitas

irigasi dalam mengairi areal persawahan perlu

ditingkatkan, sebab sektor pertanian merupakan sektor

utama dalam PDRB regional Kabupaten Banjarnegara

sekaligus sebagai sektor yang paling banyak menyerap

tenaga kerja.

4) Perumahan
Pembangunan urusan perumahan diarahkan

pada penyediaan perumahan yang layak bagi

masyarakat, termasuk di dalamnya penyediaan fasilitas

sanitasi yang memadai. Capaian pembangunan urusan

perumahan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.11.
Capaian Kinerja Urusan Perumahan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Rumah tangga
pengguna air bersih

45,40 41,5 55,00 55,00

Rumah tangga
pengguna listrik (%)

59,01 64,70 67,00 67,00

Rasio rumah layak huni
(%)

45,5 46,5 47,00 47,00

Cakupan layanan
rumah layak huni

- - 11 11

Berkurangnya luasan
pemukiman kumuh di
kawasan perkotaan

- - 11 11

Tersedianya air baku
untuk memenuhi
kebutuhan pokok
minimal sehari-hari

- - 30 30
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Tersedianya akses air
minum yang aman
melalui Sistem Penye-
diaan Air Minum dng
jaringan perpipaan dan
bukan jaringan
perpipaan terlindungi
dengan kebutuhan pokok
minimal 60 liter/ orang/
hari

- - 58 58

Masih tingginya persentase rumah tidak layak

huni di Kabupaten Banjarnegara menjadi perhatian

tersendiri bagi Pemerintah Daerah, khususnya karena

keberadaan rumah tidak layak huni merupakan salah

satu indikator kemiskinan. Pemerintah Daerah

memfasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi

masyarakat melalui anggaran yang berasal dari APBD

maupun melakukan asistensi program pembangunan

perumahan dari kementerian yang dibiayai dari APBN.

5) Penataan Ruang
Pembangunan urusan penataan ruang diarahkan

pada tersedianya kebijakan dalam penataan ruang dan

konsistensi implementasi dari kebijakan tersebut untuk

menjamin terkendalinya pembangunan yang sesuai

dengan peruntukan dalam perencanaan tata ruang.

Penataan ruang harus mengakomodir segala

kepentingan dan mereduksi kemungkinan konflik yang

terjadi.

Capaian pembangunan urusan penataan ruang

ditampilkan dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.12.
Capaian Kinerja Urusan Penataan Ruang

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Terlayaninya masyarakat
dalam pengurusan izin
pemanfaaatan ruang
sesuai dengan peraturan
daerah tentang RTRW
Kabupaten beserta
rincinya

- - 33,30 33,30

Tersedianya informasi
mengenai rencana tata
ruang (RTR) wilayah
Kabupaten beserta
rencana rincian melalui
peta analog dan peta
digital

- - 33,30 33,30

Terlaksananya
penjaringan aspirasi
masyarakat melalui
forum konsultasi publik
yang memenuhi syarat
inklusif dalam proses
penyusunan RTR dan
program pemanfaatan
anak-anak ruang yang
dilakukan minimal 2
(dua) kali setiap
disusunnya RTR dan
program pemanfaatan
ruang

- - 33,30 33,30

Terlaksananya tindakan
awal terhadap
pengaduan masyarakat
tentang pelanggaran di
bidang penataan ruang
dalam waktu 5 (lima) hari
kerja

- - 33,30 33,30

Ketaatan terhadap
RTRW

- - 100 100

6) Perencanaan Pembangunan
Sasaran pembangunan urusan perencanaan

pembangunan adalah terwujudnya perencanaan

pembangunan dan implementasi perencanaan tersebut

yang sesuai dengan arah pembangunan Kabupaten

Banjarnegara yang pro growth, pro poor, pro job dan pro

environment dengan memperhatikan kebijakan dalam

pencapaian MDGs serta terciptanya sinkronisasi dan

sinergi antara program Pemerintah Daerah dengan
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program prioritas nasional. Berikut capaian

pembangunan urusan perencanaan pembangunan:

Tabel 2.13.
Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Tersedianya dokumen
RPJPD yg telah
ditetapkan Perda

Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen
RPJMD yg telah
ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA

Ada Ada Ada Ada

Tersedianya Dokumen
RKPD yg telah
ditetapkan dgn
PERKADA

Ada Ada Ada Ada

Tersedianya dokumen
RTRW dalam pedoman
penataan ruang
pembangunan

Ada Ada Ada Ada

Penjabaran Program
RPJMD ke dalam RKPD

100% 100% 100% 100%

Tersedianya BDA Kab
Banjarnegara yang
informatif

Ada Ada Ada Ada

Dokumen perencanaan disusun berjenjang dalam

kurun waktu perencanaan jangka panjang dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(20 tahun), perencanaan jangka menengah dalam

bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah (5 tahun), maupun perencanaan pembangunan

tahunan dalam bentuk Rencana Kerja Pemerintah

Daerah. Masing-masing periode perencanaan

merupakan suatu tahapan yang berkesinambungan

dalam periode perencanaan yang lebih tinggi.

7) Perhubungan
Capaian urusan perhubungan memberikan

gambaran mengenai kemampuan pemerintah dan

swasta dalam memberikan pelayanan dalam mobilitas

masyarakat, barang dan jasa. Urusan perhubungan

merupakan gambaran rantai penghubung antara

produsen dan konsumen yang jika tidak ditangani
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dengan baik akan berimbas pada terjadinya high cost

ketika barang sampai pada konsumen akhir.

Capaian urusan perhubungan dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.14.
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah arus
penumpang angkutan
umum

947.965 928.122 908.274 908.274

Rasio ijin trayek 0,00041 0,00041 0,00041 0,00041
Jumlah uji kir angkutan
umum

1.032 1.085 1.138 1.138

Jumlah Terminal Bis 7 7 7 7

Angkutan darat 0,040 0.048 0,043 0,043

Kepemilikan KIR
angkutan umum (%)

93,48 96,19 96,97 96,97

Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum (KIR)

15 menit 15 menit 15 menit 15 menit

Biaya pengujian
kelayakan angkutan
umum

43.500 43.500 43.500 43.500

Pemasangan Rambu-
rambu (%)

15,98 24,49 39,57 39,57

Rasio panjang jalan per
jumlah kendaraan

0,73 0,65 0,59 0,59

Jumlah orang/ barang
yang terangkut
angkutan umum

947.965 928.122 929.005 929.005

Jumlah orang/barang
melalui  terminal per
tahun

947.965 928.122 929.005 929.005

Selain masalah kapasitas dalam melayani

mobilitas penumpang, pembangunan urusan

perhubungan juga memberi perhatian pada

keselamatan ketika sedang berada di jalan raya melalui

pengujian kelayakan jalan (KIR) dan pemasangan

rambu-rambu lalu lintas.

Perkembangan pola hidup masyarakat dalam

mobilitas juga  perlu mendapat perhatian. Pola mobilitas

dengan mulai banyaknya penumpang yang beralih dari

moda transportasi umum ke moda transportasi pribadi

dapat menjadi masalah terutama bila dikaitkan dengan
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kemampuan luas jalan dalam menampung

pertambahan jumlah kendaraan yang melewatinya.

8) Lingkungan Hidup
Pembangunan urusan lingkungan hidup

diarahkan pada tetap terjaganya kualitas lingkungan

dan menghindari degradasi lingkungan yang berlebihan

sebagai akibat adanya pembangunan sehingga tercapai

kondisi pembangunan yang berkelanjutan. Capaian

pembangunan urusan lingkungan hidup dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.15.
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Persentase penanganan
sampah

43,85 48,66 0,53 0,53

Pencemaran status
mutu air

95,00 95,00 100 100

Cakupan penghijauan
wilayah rawan longsor
dan Sumber Mata Air

12,30 15,60 18 18

Cakupan pengawasan
terhadap pelaksanaan
amdal

100 100 100 100

Tempat pembuangan
sampah (TPS) per
satuan penduduk

0.03 0.03 0,04 0,04

Penegakan hukum
lingkungan  (%)

25,00 0 30 30

Cakupan Lingkungan
yang sehat dan aman
yang didukung dengan
prasarana sarana dan
utilitas umum (PSU)

- - 11 11

Jumlah usaha dan
/atau kegiatan yang
mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan
pencemaran air

- - 50 50

Jumlah usaha dan/atau
kegiatan sumber tidak
bergerak yang
memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan
pencemaran udara

- - 50 50

Jumlah luasan lahan
dan/atau tanah untuk
produksi biomassa yang
telah ditetapkan dan
diinformasikan status
kerusakannya

- - 50 50
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
jumlah pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran dan /atau
perusakan lingkungan
hidup yang ditindak
lanjuti

- - 45 45

Tersedianya sistem air
limbah setempat yang
memadai

- - 24 24

Tersedianya sistem air
limbah sekala
komunitas/ kawasan/
kota

- - 10 10

Tersedianya fasilitas
pengurangan sampah di
perkotaan

- - 10 10

Tersedianya sistem
penanganan sampah di
perkotaan

- - 55 55

Pembangunan urusan lingkungan hidup

bertujuan memberi jaminan bagi masyarakat untuk

hidup dalam lingkungan yang berkualitas baik. Mutu air

dan kualitas udara serta penegakan Amdal dilakukan

untuk melindungi warga dari efek negatif pembangunan

serta untuk meningkatkan sanitasi warga. Untuk

penanganan wilayah rawan bencana dilakukan

penghijauan, pada tahun 2011 dilakukan kegiatan

penghijauan dengan jumlah pohon yang ditanam

sebanyak 4.000.000 pohon.

9) Pertanahan
Jumlah bidang lahan bersertifikat di kabupaten

Banjarnegara menunjukkan tren meningkat setiap

tahun. Begitu pula dengan tingkat penyelesaian konflik

dan penyelesaian izin lokasi terus menunjukkan

perbaikan dari tahun ke tahun. Capaian kinerja urusan

wajib pertanahan disajikan pada tabel di bawah ini:
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Tabel 2.16.
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

2012
2010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah bidang lahan
bersertifikat

2658 4388 3000 3000

Penyelesaian kasus tanah
Negara (%)

100 100 100 100

Penyelesaian izin lokasi (%) 95,00 100 100 100

Dalam upaya pencapaian target pada tahun 2012,

kemungkinan akan tercapai, mengingat semakin

meningkatnya kesadaran masyarakat dalam tertib

administrasi pertanahan.

10) Kependudukan dan Catatan Sipil
Pembangunan urusan kependudukan dan catatan

sipil diarahkan pada terlaksananya tertib administasi

kependudukan. Pada tahun 2012, e-KTP akan mulai

diterapkan, sehingga kemungkinan terjadinya kesalahan

dalam administrasi kependudukan dapat lebih

dieliminir. Capaian pembangunan urusan

kependudukan dan catatan sipil ditampilkan pada tabel

di bawah ini:

Tabel 2.17.
Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Kepemilikan KTP (%) 87,87 94,77 94,76 94,76
Cakupan penerbitan
KTP berbasis NIK atau
e-KTP untuk yang
pertama kali

60 60

Rasio bayi berakte
kelahiran  (%)

76,27 83,70 100 100

Rasio pasangan berakte
nikah

100 100 100 100

Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk

58,53 60,93 62,83 62,83

Ketersediaan database
kependudukan skala
provinsi

Belum Sudah Sudah Sudah
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Penerapan KTP Nasional
berbasis NIK

Sudah Sudah Sudah Sudah

Cakupan pelayanan
penerbitan akte
kelahiran

76,27 83,70 100 100

11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Pembangunan urusan pemberdayaan perempuan

dan perlindungan anak diarahkan pada peningkatan

peran perempuan dalam pembangunan dan fasilitasi

dalam perlindungan perempuan dan anak.

Capaian pembangunan urusan pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak dapat dilihat pada

tabel di bawah ini:

Tabel 2.18.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah (%)

69,23 65,58 66,00 66,00

Rasio KDRT 0,0120 0,0091 0,0077 0,0077
Partisipasi angkatan
kerja perempuan

22,21 - 21,91 21,91

Penyelesaian pengaduan
perlin dungan
perempuan dan anak
dari tin-dakan
kekerasan (%)

90,00 75,00 80,00 80,00

Rasio siswa perempuan
terhadap siswa laki-laki
pada pendidikan dasar

0,95 0,96 0,96 0,96

Rasio siswa perempuan
terhadap siswa laki-laki
pada pendidikan
menengah

0,93 0,93 0,92 0,92

Rasio melek huruf
perempuan terhadap
laki-laki pada kelompok
usia 15-24 tahun

0,97 0,97 0,98 0,98

Persentase perempuan
di lembaga legislatif

16,00 16,00 16,00 16,00
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang mendapat layanan
kesehatan oleh tenaga
kesehatan terlatih di
puskesmas mampu ter
laksana KIP/A dan
PPT/PKT di RS

- - 100 100

Cakupan perempuan dan
anak korban kekerasan
yang men dapatkan
penanganan pengaduan
oleh petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu

- - 70 70

Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial
terlatih bagi perempuan
dan anak korban
kekerasan di dalam unit
pelayanan terpadu

- - 60 60

Cakupan bimbingan
rohani yang diberikan
oleh petugas bimbingan
rohani terlatih bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan di
dalam unit pelayanan
terpadu

- - 60 60

Cakupan penegakan
hukum dan tingkat
penyidikan sampai
dengan putusan
pengadilan atas kasus-
kasus kekerasan yang
mendapat pelayanan
bantuan hukum

- - 40 40

Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
bantuan hukum

- - 40 40

Cakupan layanan
pemulangan bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

- - 40 40

Cakupan pelayanan
reintegrasi sosial bagi
perempuan dan anak
korban kekerasan

- - 70 70

Rendahnya partisipasi perempuan dalam lembaga

swasta maupun pemerintah sebagian besar disebabkan

oleh masih kuatnya budaya patriarki dan peran ganda

yang dimiliki oleh perempuan khususnya ketika sudah

memiliki keluarga, dimana peran perempuan dalam
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pengasuhan anak dan pengaturan rumah tangga

tanggung jawabnya masih dominan. Namun

penghargaan terhadap perempuan telah sedikit

membaik dengan menurunnya angka kekerasan dalam

rumah tangga.

12) Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Pembangunan urusan keluarga berencana dan

keluarga sejahtera bertujuan untuk mengendalikan

tingkat kelahiran dan meningkatkan tingkat

kesejahteraan keluarga. Capaian kinerja urusan

keluarga berencana dan keluarga sejahtera disajikan

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19.
Capaian Kinerja Urusan Keluarga Berencana

Dan Keluarga Sejahtera

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Rata-rata jumlah anak
per keluarga

2,20 2,20 2,17 2,17

Rasio akseptor KB (%) 81,01 76,59 76,70 76,70
Jumlah peserta KB aktif 157.614 149.575 149.696 149.696
Cakupan Pasangan Usia
Subur (PUS) yang
istrinya di bawah usia
20 tahun

- - 3,54 3,54

Cakupan sasaran
Pasangan Usia Subur
menjadi Peserta KB
Aktif

- - 74,10 74,10

Cakupan PUS yang
ingin ber-KB tidak
terpenuhi (unmetneed)

- - 7,25 7,25

Cakupan anggota Bina
Keluarga Balita (BKB)
ber-KB

- - 60,50 60,50

Cakupan PUS peserta
KB anggota Usia
Peningkatan
Pendapatan Keluarga
Sejahtera (UPPKS) yang
ber-KB mandiri

- - 70,00 70,00

Ratio Penyuluh KB /
Petugas Lapangan KB 1
PKB/PLKB Desa
(PPKBD) setiap desa /
kelurahan 2 PPKBD

- - 86,00 86,00

Ratio Petugas Pembantu
Pembina KB Desa
(PPKBD) setiap Desa /
kelurahan 1 PPKBD

- - 100,00 100,00
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Cakupan penyediaan
alat dan obat
kontrasepsi untuk
memenuhi permintaan
masyarakat

- - 33,30
30

33,30
30

Keluarga Pra Sejahtera
dan Keluarga Sejahtera
I

53,72 53,70 53,00 53,00

Pengendalian kelahiran mendapatkan tantangan

terbesar dari budaya masyarakat, sehingga penyuluhan

hingga lini terbawah mesti dilakukan. Selain hal

tersebut, banyaknya Pasangan Usia Subur (PUS) dan

ketersediaan alat kontrasepsi menjadi faktor yang perlu

diperhatikan untuk pencapaian target.

13) Sosial
Pembangunan urusan sosial diarahkan untuk

meningkatkan cakupan penanganan Penyandang

Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) oleh Pemerintah

Daerah. Tingkat kemiskinan dan pengangguran,

rendahnya tingkat pendidikan, keterampilan dan sikap

mental masyarakat menjadikan pilihan hidup mereka

adalah mencari penghidupan di jalanan. Beberapa hal

yang perlu diperhatikan adalah peningkatan

aksesibilitas layanan sosial, dan pembinaan

kemandirian dan sikap mental melalui panti

rehabilitasi.

Capaian pembangunan urusan sosial disajikan

dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.20.
Capaian Kinerja Urusan Sosial

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Sarana sosial seperti
panti asuhan, panti
jompo dan panti
rehabilitasi

4 4 4 4

Persentase PMKS skala
Kabupaten yang
memperoleh Bantuan
sosial untuk
pemenuhan kebutuhan
dasar

- - 28 28

Persentase PMKS skala
Kabupaten yang
menerima program
pemberdayaan sosial
melalui Kelompok
Usaha Bersama (KUBE)
atau kelompok sosial
ekonomi sejenis lainnya

- - 27,95 27,95

Persentase Panti Sosial
skala kabupaten yang
menyediakan sarpras
pelayanan
kesejahteraan sosial

- - 45 45

Persentase wahana
kesejahteraan sosial
berbasis masyarakat
(WKBSM) yang
menyediakan sarpras
pelayanan
kesejahteraan sosial

- - 20,90 20,90

Persentase penyandang
cacat fisik dan mental
serta lanjut usia tidak
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial

- - 14,00 14,00

14) Ketenagakerjaan
Pembangunan urusan ketenagakerjaan diarahkan

pada peningkatan kemampuan dan kesempatan kerja

bagi masyarakat serta menjembatani pertemuan antara

kepentingan buruh dan pengusaha.

Capaian pembangunan urusan ketenagakerjaan

dapat dilihat dari tabel di bawah ini:
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Tabel 2.21.
Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Rasio penduduk yang
bekerja

0,97 0,97 0,97 0,97

Angka partisipasi
angkatan kerja

69,99 71,97 73,95 73,95

Angka sengketa
pengusaha-pekerja per
tahun

8,13 5,10 10,01 10,01

Tingkat partisipasi
angkatan kerja

69,99 71,97 73,95 73,95

Pencari kerja terdaftar
yang ditempatkan

65,17 48,24
50,00 50,00

Tingkat pengangguran
terbuka

3,10 3,10 2,83 2,83

Keselamatan dan
perlindungan

100 100 100 100

Penyelesaian
perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
kebijakan pemerintah
daerah

100 100 100 100

Besaran pekerja/buruh
yang menjadi peserta
program Jamsostek

- - 40,0 40,0

Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
perjanjian bersama

- - 38 38

Besaran pemeriksaan
perusahaan

- - 24 24

Besaran pengujian
peralatan di perusahaan

- - 22,0 22,0

Besaran Tenaga kerja
yang mendapat
pelatihan berbasis
kompetensi

- - 40 40

Besaran Tenaga kerja
yang mendapat
pelatihan berbasis
masyarakat

- - 33 33

Besaran Tenaga kerja
yang mendapat
pelatihan
kewirausahaan

- - 37 37

Rasio lulusan S1/S2/S3 108,97 114,17 119,37 119,37
Rasio ketergantungan 39,75 38,90 38,05 38,05

Hal yang perlu diperhatikan dalam urusan

ketenagakerjaan adalah peningkatan kompetensi tenaga

kerja melalui pelatihan, meningkatkan kualitas

hubungan industrial antar buruh dan pengusaha agar

terjadi keselarasan, meningkatkan penyebaran

informasi kesempatan kerja, serta peningkatan

keselamatan dan kesejahteraan pekerja.
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15) Koperasi dan UMKM
Urusan koperasi dan UMKM meliputi penguatan

kapasitas kelembagaan koperasi dan UMKM, akses

jaringan kemitraan usaha dan permodalan, penguatan

pasar, dan penguatan SDM. Capaian kinerja urusan

koperasi dan UMKM dapat dilihat dalam tabel di bawah

ini:

Tabel 2.22.
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Persentase koperasi
aktif

79,16 79,75 80,24 80,24

Jumlah BPR/LKM
(buah/unit)

209 227 240 240

Usaha Mikro dan Kecil
(buah/unit)

21.394 23.329 23.562 23.562

Hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan

urusan koperasi dan UMKM adalah perlunya

peningkatan SDM pengelola koperasi dan UMKM agar

lembaga koperasi dan UMKM dapat berjalan dengan

efektif dan efisien, serta perlunya peningkatan daya

saing produk koperasi dan UMKM dengan produsen

besar.

16) Penanaman Modal
Sasaran utama dalam urusan penanaman modal

adalah meningkatnya jumlah investasi di Kabupaten

Banjarnegara baik yang berskala nasional, lokal

maupun yang berasal dari pemerintah. Meningkatnya

jumlah investasi memegang peranan penting, karena di

satu sisi berarti terjadi optimalisasi sumber daya dan di

sisi lain terjadi penyerapan tenaga kerja. Capaian

pembangunan urusan penanaman modal disajikan

dalam tabel di bawah ini:



B a b I I R e n c a n a  K e r j a  P e m e r i n t a h  D a e r a h  [ R K P D ]K a b u p a t e n  B a n j a r n e g a r a  T a h u n  2 0 1 3 45

Tabel 2.23.
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD Target

Kinerja
Tahun 2012

Perkiraan
Realisasi

Target RPJMD
s/d Th 20122010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah investor berskala
nasional

889 685 719 719

Jumlah nilai investasi
berskala nasional
(Rp 000.000)

198.462,04 282.686,72 296.821,06 296.821,06

Daya serap tenaga kerja 3.035 2.927 3.073 3.073
Kenaikan/penurunan Nilai
Realisasi PMDN (milyar
rupiah)

O,42 44,07 19,25 19,25

Penerbitan Izin Usaha Jasa
Konstruksi (IUJK) dalam 10
hari kerja setelah
persyaratan lengkap

-
100%

-
100%

33,33 33,33

Untuk menstimulasi peningkatan investasi perlu

diperhatikan adanya peningkatan pelayanan perijinan

investasi secara cepat dan transparan serta

melaksanakan promosi investasi.

17) Kebudayaan

Budaya secara luas menyangkut masalah

kesenian, tradisi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Budaya secara luas dilakukan melalui program dan

kegiatan pada urusan pendidikan dan kebudayaan.

Pembangunan urusan kebudayaan dilakukan melalui

pembinaan seni dan budaya daerah, pelestarian dan

penataan benda cagar budaya, dan promosi seni dan

budaya. Capaian kinerja urusan kebudayaan disajikan

dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.24.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah grup kesenian
per 10.000 penduduk

0,069 0,069 0,070 0,070

Penyelenggaraan festival
seni dan budaya

66 Kali 66 Kali 66 Kali 66 Kali

Sarana penyelenggaraan
seni dan budaya

0,0002 0,0002 0,0002 0,0002
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18) Pemuda dan Olah Raga
Pembangunan urusan pemuda dan olahraga

diarahkan dalam memberdayakan pemuda dalam

pembangunan dan meningkatkan kemampuan sumber

daya manusia.

Capaian kinerja urusan pemuda dan olah raga

disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.25.
Capaian Kinerja Urusan Pemuda dan Olahraga

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi

Target RPJMD
s/d Th 20122010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah klub olahraga
per 10.000 jumlah
penduduk

0,0016 0,0016 0,0016 0,0016

Jumlah gedung olahraga
per 10.000 jumlah
penduduk

0,0003 0,0004 0,0004 0,0004

Jumlah organisasi
pemuda

24 24 24 24

Jumlah organisasi
olahraga

27 27 27 27

Jumlah kegiatan
kepemudaan

7 7 7 7

Jumlah kegiatan
olahraga

5 5 5 5

Gelanggang/balai
remaja (selain milik
swasta)

4 4 4 4

Lapangan olahraga 46 46 46 46

19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
Pembangunan urusan kesatuan bangsa dan

politik dalam negeri diarahkan untuk mewujudkan

keamanan dan ketertiban lingkungan dan

mengembangkan wawasan kebangsaan. Hal tersebut

penting dilakukan untuk dapat menekan angka

kriminalitas, meningkatkan kesadaran politik, dan

meningkatkan kewaspadaan dini terhadap bahaya.

Capaian urusan kesatuan bangsa dan politik

dalam negeri disajikan dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.26.
Capaian Kinerja Urusan Kesatuan Bangsa

Dan Politik Dalam Negeri

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Kegiatan pembinaan
terhadap LSM, Ormas
dan OKP

2 1 6 6

Kegiatan pembinaan
politik daerah

1 1 5 5

Prosentase Bencana
yang tertangani dengan
baik

95 100 100 100

Persentase korban
bencana skala
Kabupaten yang
menerima Bantuan
sosial selama masa
tanggap darurat

100 100 100

Persentase korban
bencana skala
Kabupaten yang
dievakuasi dengan
menggunakan sarpras
tanggap darurat lengkap

- - 27 27

Jumlah titik rawan
bencana yang telah
dipantau dalam rangka
mengantisipasi bencana

35 50 70 70

20) Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian,
dan Persandian

Pembangunan urusan otonomi daerah,

pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,

perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian

diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan good

and clean governance, meningkatkan kemandirian

fiskal, dan meningkatkan pelayanan publik melalui

peningkatan kapasitas aparatur. Capaian pembangunan

urusan otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian dapat dilihat dalam tabel

di bawah ini:
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Tabel 2.27.
Capaian Kinerja Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,
Kepegawaian, dan Persandian

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

2012
2010 2011

1 2 3 4 5
Rasio jumlah Polisi
Pamong Praja per
10.000 penduduk

0,69 0,60 0,70 0,70

Jumlah Linmas per
Jumlah 10.000
Penduduk

99,62 85,52 86,44 86,44

Rasio Pos Siskamling
per jumlah
desa/kelurahan

2,37 2,34 2,38 2,38

Pertumbuhan ekonomi 4,89 - 5,39 5,39
Kemiskinan 19,17 - 14,77 14,77
Sistem informasi
Pelayanan Perijinan dan
adiministrasi
pemerintah

dibangun dibangun Realisasi Realisasi

Penegakan PERDA 100 100 100 100
Cakupan patroli
petugas Satpol PP
(dalam 24 jam)

3x 3x 3x 3x

Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3 (keter
tiban, ketentraman,
keindahan) di Kab. (%)

100 100 100 100

Petugas Perlindungan
Masyarakat (Linmas) di
Kabupaten (%)

0,996 0,856 0,864 0,864

Cakupan petugas
Linmas (%)

20 20

Cakupan pelayanan
bencana kebakaran
kabupaten

0.00187 0.00187 0.003739 0.003739

Cakupan pelayanan
bencana kebakaran (%)

6 6

Tingkat  waktu tanggap
(response time rate)
daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran
(WMK) (%)

20 20

Cakupan sarana
prasarana perkan toran
pemerintahan desa yang
baik (%)

75,19 75,19 78,95 78,95

Sistim Informasi
Manajemen Pemda

5 5 1 1

Jumlah clien yang
terhubung dengan web
Pemda

57 2 32 32

Indeks Kepuasan
Layanan Masyarakat

Ada Ada Ada Ada

Persentase ketepatan
waktu SKPD dalam
penyampaian laporan
kinerja (LAKIP dan
TAPKIN)

90 96,4 100 100
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

2012
2010 2011

1 2 3 4 5
Pembinaan pelayanan
publik

0 0 0 0

Tersedianya laporan
asset yg mendukung
laporan Neraca

Ada Ada Ada Ada

Meningkatnya jumlah
PAD  (Rp Milyar)

62,48 71,106 63,548 63,548

Rasio PAD terhadap
pendapatan daerah

7,35 6,59 5,68 5,68

Tersusunnya
pengelolaan keuangan
daerah yang tepat
waktu

ya Ya ya

Opini Laporan
Keuangan

WDP WDP WDP

Prosentase penyelesaian
TLHP Reguler
Inspektorat Kab
Banjarnegara

85% 85% 87% 87%

Prosentase penyelesaian
penanganan kasus

90% 92% 92% 92%

Prosentase Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi

94% 96% 96% 96%

Prosentase Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPKP

- 81,82 82 82

Prosentase Pelaksanaan
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan BPK

65,22 66 68 68

Persentase Jumlah
SKPD yang ber-SPIP

0 0 0 0

Rasio PNS Lulusan S1 33,51 36,87 40,16 40,16
Rasio PNS Lulusan
S2/S3

1,56 1,68 1,79 1,79

Rasio pejabat struktural
yang mengikuti
diklatpim

59,39 59,51 60,12 60,12

Rasio penanganan
pelanggaran disiplin
aparatur

64,71 55,81 51,43 51,43

Rasio PNS yang
mengikuti diklat teknis

6,80 7,56 8,31 8,31

Jumlah bank 33 34 37 37
Jenis dan jumlah
perusahaan asuransi

2 3 3 3

Jenis, kelas dan jumlah
restoran

10,34% 10,34% 10,34% 10,34%

Angka kriminalitas 355 225 240 240
Jumlah demonstrasi 5 5 6 6
Lama proses perijinan
- HO 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari
- IMB 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari
- SIUP 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari 1-3 hari
- Penggunaan Alun-alun 3 hari 3 hari 3 hari 3 hari
Jumlah dan macam
pajak dan retribusi
daerah

34 34 34 34



B a b I I R e n c a n a  K e r j a  P e m e r i n t a h  D a e r a h  [ R K P D ]K a b u p a t e n  B a n j a r n e g a r a  T a h u n  2 0 1 3 50

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

2012
2010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah Perda yang
mendukung iklim usaha 2 -

3 3

Tersedianya Sistem
Informasi Jasa
Konstruksi setiap tahun

- - 20 20

Berdasarkan tabel di atas, capaian kinerja urusan

wajib otonomi daerah, pemerintahan umum,

administrasi keuangan daerah, perangkat daerah,

kepegawaian, dan persandian menunjukan adanya

perbaikan. Kemandirian fiskal melalui persentase

peningkatan PAD menunjukkan angka yang progresif

dan pada tahun 2015 opini pada laporan keuangan

ditargetkan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan,

secara berkala dilakukan pengiriman aparatur

pemerintah dalam bintek dan diklat, baik yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

maupun oleh pihak lain. Dalam rangka peningkatan

pelayanan publik, telah ditetapkan Standard Operating

Procedure (SOP) dan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

untuk beberapa bidang yang pengukurannya dilakukan

melalui perhitungan angka Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM).

21) Ketahanan Pangan
Pembangunan urusan ketahanan pangan

diarahkan pada ketersediaan pangan utama yang

berkualitas bagi masyarakat yang disertai dengan upaya

stabilisasi harga dalam rangka mempertahankan daya

beli masyarakat. Pada tahun 2011 ketersediaan pangan

utama mencapai 112,67% bila dibandingkan dengan

jumlah penduduk. Selain pangan utama, ketersediaan

variasi pangan yang digambarkan dalam angka Pola

Pangan Harapan (PPH) juga mengalami kenaikan.
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Capaian kinerja pembangunan urusan ketahanan

pangan dapat dilihat dalam indikator-indikator pada

tabel berikut ini:

Tabel 2.28.
Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Regulasi ketahanan
pangan

Ada Ada Ada Ada

Ketersediaan pangan
utama

110,20 112,67 114,34 114,34

Pencapaian Skor Pola
Pangan Harapan (PPH)

82,30 82,70 84 84

Ketersediaan  Energi
dan protein per kapita

- - 60 60

Ketersediaan informasi
pasokan, harga dan
akses pangan di daerah

- - 60 60

Ketersediaan cadangan
pangan

- - 30 30

Stabilisasi harga dan
pasokan pangan

- - 60 60

Pengawasan dan
pembinaan keamanan
pangan

- - 50 50

Penanganan Kerawanan
Pangan

- - 30 30

Hal yang perlu diperhatikan pada tahun 2013

adalah perlunya upaya meningkatkan produksi dan

produktivitas tanaman pangan, pengembangan

diversifikasi pangan, dan koordinasi lintas sektor dalam

menjaga agar pasokan bahan pangan dapat terjaga

terutama ketika menghadapi anomali musim.

22) Pemberdayaan Masyarakat Desa
Pembangunan urusan pemberdayaan masyarakat

desa diarahkan pada meningkatnya partisipasi

masyarakat desa dalam pembangunan. Pemerintah

memberi stimulan dalam pemberdayaan masyarakat

desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Capaian kinerja pembangunan urusan

pemberdayaan masyarakat desa disajikan dalam tabel di

bawah ini:
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Tabel 2.29.
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK

57,10 - 57,17 57,17

Jumlah LSM, ormas dan
Parpol yang difasilitasi 13 13 13 13
PKK aktif (%) 100 100 100 100
Cakupan penyediaan
informasi Data Mikro
Keluarga di setiap Desa

33,30 33,30

Posyandu aktif 81,97 100 89,42 89,42
Swadaya Masyarakat
terhadap Program
pemberdayaan
masyarakat

20,00 33,00 33,00 33,00

23) Statistik
Pembangunan urusan statistik diarahkan untuk

kepentingan penyediaan data-data statistik yang sesuai

dengan kebutuhan perencanaan pembangunan dan

memberikan akses pada publik untuk mengetahui

capaian pembangunan setiap tahunnya. Buku BDA dan

PDRB Tahun 2011 penyusunannya ditargetkan selesai

pada pertengahan tahun 2012.

Berikut ini disajikan capaian kinerja urusan

statistik:

Tabel 2.30.
Capaian Kinerja Urusan Statistik

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Buku ”kabupaten dalam
angka”

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

Buku ”PDRB
kabupaten”

1 dok 1 dok 1 dok 1 dok

24) Kearsipan
Pembangunan urusan kearsipan diarahkan pada

pembinaan pengelolaan arsip secara baku dan dinamis,

serta pada peningkatan sumber daya manusia pengelola

kearsipan.
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Berikut ini disajikan capaian pembangunan

urusan wajib kearsipan:

Tabel 2.31.
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Pengelolaan arsip
secara baku 1,79% 2,99% 1,79% 1,79%

Peningkatan SDM
pengelola kearsipan

1 - - -

25) Komunikasi dan Informasi
Pembangunan urusan komunikasi dan informasi

diarahkan pada penyediaan prasarana komunikasi

individu dan massa serta penyediaan layanan bagi

masyarakat untuk mengakses informasi secara luas.

Capaian pembangunan urusan komunikasi dan

informasi ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.32.
Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informasi

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah jaringan
komunikasi

7,11 7,13 7,13 7,13

Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk

0,0112 0,0134 0,0095 0,0095

Jumlah surat kabar
nasional/lokal

6 7 7 7

Jumlah penyiaran
radio/TV lokal

13 13 14 14

Web site milik
pemerintah daerah

3 9 10 10

Pameran/expo 26 36 41 41
Pelaksanaan desiminasi
pendistribusian
informasi nasional
melalui:
a. Media massa seperti

majalah , radio dan
televise

- - 8 8

b. Media baru seperti
website

- - setiap hari setiap hari
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
c. Media interpersonal

seperti sarasehan
ceramah/diskusi dan
loka karya

- - 8 8

Dalam rangka mewujudkan prinsip akuntabilitas

sebagai salah satu prinsip dari penyelenggaraan good

governance, Pemerintah Daerah membuka akses yang

luas bagi masyarakat dalam mengawasi

penyelenggaraan pemerintahan dan hasil-hasilnya

melalui web site pemerintah maupun dari media massa

milik swasta.

26) Perpustakaan
Capaian kinerja pembangunan urusan wajib

perpustakaan di Kabupaten Banjarnegara dapat dilihat

pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.33.
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah pengunjung
perpustakaan per
tahun

4,72 2,88 4,50 4,50

Koleksi buku yang
tersedia di
perpustakaan daerah

38,47 30,97 36,92 36,92

Jumlah perpustakaan 1 1 1 1

Pembangunan urusan perpustakaan diarahkan

pada pelayanan Pemerintah Daerah dalam menyediakan

bacaan berkualitas dan memasyarakatkan budaya baca

di kalangan masyarakat. Sedangkan Pembangunan

urusan perpustakaan diprioritaskan pada penambahan

koleksi buku di Perpustakaan Daerah dan peningkatan

jumlah pengunjung perpustakaan untuk setiap

tahunnya.
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b. Urusan Pilihan
1) Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor utama

penopang perekonomian Kabupaten Banjarnegara.

Pembangunan urusan pilihan pertanian diarahkan pada

peningkatan produksi dan produktivitas pertanian

secara luas dan peningkatan kesejahteraan petani.

Berikut ini disajikan indikator capaian pembangunan

urusan pilihan pertanian kabupaten Banjarnegara:

Tabel 2.34.
Capaian Kinerja Urusan Pertanian

Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD

Target
Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Produktivitas padi atau bahan
pangan utama lokal lainnya per
hektar
- Produktivitas padi (kw/ha) 55,69 61,14 61,24 61,24

- Produktivitas Jagung (kw/ha) 41,89 44,16 45,00 45,00
- Produktivitas Kedelai  (kw/ha) 7,84 9,58 10,00 10,00
Produktivitas Tanaman
Hortikultura
- Durian (kg/pohon) 21,63 52,40 24,98 24,98
- Salak (kg/pohon) 15,36 17,73 15,67 15,67
- Pisang  (kg/pohon) 34,51 43,12 38,78 38,78
- Kentang (kw/ha) 149,36 136,65 164,67 164,67
Kontribusi sektor
pertanian/peternakan/perikanan
terhadap PDRB

35,85 35,59 35.23 35.23

Kontribusi sektor pertanian
(tabama) terhadap PDRB sektor
pertanian

33,36 33,03 32,70 32,70

Jumlah Populasi Ternak

- Sapi 41.842 34.320 34.835 34.835
- Sapi Perah 42 2.867 2.910 2.910
- Kambing 184.847 185.056 188.757 188.757
- Domba 108.318 108.915 110.004 110.004
Prosentase Keberhasilan
Inseminasi Buatan
- Perbandingan Jmlh Kelahiran
dengan        Pemakaian Semen

59,72 69,17 69,86 69,86

Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB

4,38% - 4,46% 4,46%
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Indikator Kinerja

Capaian Kinerja
RKPD

Target
Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Produktivitas perkebunan
- Kopi Robusta (ton/ha) 0,36 0,36 0,36 0,36
- Kopi Arabika (ton/ha) 0,23 0,17 0,2 0,2
- Kelapa Dalam (ton/ha) 0,77 0,77 0,7 0,7
- Kepala Deres (ton/ha) 8,4 8,08 8 8
- Teh (ton/ha) 1,16 1 1 1
- Tebu (ton/ha) - - 70 70
Kontribusi Produksi
kelompok petani terhadap
PDRB

65,00 71,50 76,51 76,51

Cakupan bina kelompok
petani (%)

9,97 12,47 15,06 15,06

Nilai tukar petani
- NTP Petani Tan. Pangan &

Hortikultura
143,97 147,00 147,73 147,73

- NTP Peternakan 196,67 192,02 192,98 192,98
- NTP Perikanan 101,02 102,21 102,72 102,72

Produksi pertanian berkaitan erat dengan

ketahanan pangan dan tersedianya sumber pangan dan

variasinya pangan yang berkualitas bagi masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas, hal yang perlu diperhatikan

adalah perlunya peningkatan produksi peternakan yang

selama tahun 2011 ini menunjukkan jumlah yang

menurun. Sedangkan tingkat kesejahteraan petani yang

ditunjukkan dalam Nilai Tukar Petani (NTP)

menunjukkan adanya peningkatan. Hal ini menjadi

penting, karena sektor pertanian merupakan sektor

yang menyerap sebagian besar tenaga kerja di

Kabupaten Banjarnegara, sehingga peningkatan

kesejahteraan petani berarti juga peningkatan

kesejahteraan sebagian besar penduduk Kabupaten

Banjarnegara.

2) Kehutanan
Capaian kinerja pembangunan urusan kehutanan

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:
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Tabel 2.35.
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Rehabilitasi hutan
dan lahan kritis

3,82% 5,59% 4,57% 4,57%

Kerusakan Kawasan
Hutan

0,00% 2,18% 0,00% 0,00%

Kontribusi sektor
kehutanan terhadap
PDRB

0,64% - 0,66% 0,66%

Prioritas dalam pembangunan urusan kehutanan

adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat di

sekitar hutan melalui optimalisasi penggunaan sumber

daya hutan dengan tetap melindungi kelestarian hutan

untuk mempertahankan daya dukung hutan terhadap

kehidupan. Pelestarian hutan dilakukan melalui

rehabilitasi dan penanganan kerusakan kawasan hutan

dengan turut memberdayakan partisipasi masyarakat di

sekitar hutan.

3) Energi dan Sumber Daya Mineral
Pembangunan urusan energi dan sumber daya

mineral diprioritaskan pada peningkatan rasio

elektrifikasi, inventarisasi dan pemanfaatan sumber

energi alternatif, pengendalian aktivitas pertambangan

yang destruktif, dan optimalisasi dalam pemanfaatan

kekayaan alam.

Capaian pembangunan urusan energi dan sumber

daya mineral disajikan dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.36.
Capaian Kinerja Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Pertambangan tanpa
ijin yang ditertibkan

26,00 62,00 69,00 69,00

Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap PDRB

0,53 0,52 0,52 0,52

Peningkatan
pemanfaatan potensi
panas bumi

60 60 60 60

Pemanfaatan potensi
gas rawa

25 35 35 35

Rasio Elektrifikasi 59,01 64,70 67,00 67,00

Masih rendahnya rasio elektrifikasi di Kabupaten

Banjarnegara menjadi perhatian tersendiri bagi

pemerintah, karena berarti masih rendahnya jumlah

rumah tangga yang sudah menikmati listrik. Untuk

meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Daerah

memfasilitasi pihak swasta yang berminat untuk

berinvestasi dalam bidang energi dengan memberikan

kemudahan dalam hal perijinan. Selain itu, pemerintah

bekerja sama dengan pihak lain juga aktif dalam

mencari sumber energi alternatif, terutama sumber

energi baru yang terbarukan.

Dalam bidang pertambangan, Pemerintah Daerah

mendorong untuk tertibnya usaha pertambangan

melalui pertambangan yang berijin. Upaya ini dilakukan

agar usaha pertambangan memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan terutama pada masyarakat

sekitar dan untuk mencegah terjadinya degradasi

lingkungan yang berlebihan.

4) Pariwisata
Urusan pariwisata meliputi program Pemerintah

Daerah  dalam pengembangan destinasi pariwisata,

pengembangan pemasaran pariwisata, dan

pengembangan kemitraan pariwisata. Program ini
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secara khusus dilaksanakan untuk meningkatkan

jumlah kunjungan dan lama tinggal wisatawan dalam

rangka peningkatan PAD, dan meningkatkan

kesejahteraan bagi para pelaku pariwisata serta dalam

rangka mendukung Visit Jateng 2013.

Capaian pembangunan urusan pilihan pariwisata

disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.37.
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Kunjungan wisata (%) 126,8 115,3 100 100
Pendapatan sektor
pariwisata (%)

100,58 102,47 100 100

5) Kelautan dan Perikanan
Pembangunan urusan kelautan dan perikanan

diarahkan pada peningkatan produksi dan produktivitas

sektor perikanan dan peningkatan jumlah konsumsi

ikan penduduk. Peningkatan konsumsi ikan oleh

penduduk secara langsung akan memperluas pasar

ikan melalui penguatan permintaan serta akan

menggairahkan industri perikanan yang salah satunya

dilaksanakan melalui pengembangan kawasan

minapolitan.

Capaian kinerja pembangunan urusan kelautan

dan perikanan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.38.
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Produksi perikanan
(ton)

6.524,95 7.051,00 9.009,95 9.009,95

Konsumsi ikan
(kg/Kpt/th)

11,93 10,74 11,81 11,81
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Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Cakupan bina
kelompok
pembudidaya ikan

21,25 18,97 20,00 20,00

Produksi perikanan
tangkap (ton)

1.081,40 1.257,00 1.282,00 1.282,00

6) Perdagangan
Sektor perdagangan merupakan sektor dengan

rata-rata pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu sebesar

4,56% per tahun, sehingga sektor ini menjadi

primadona dalam memacu laju pertumbuhan ekonomi

dari sektor tersier. Pembangunan urusan perdagangan

diarahkan pada peningkatan nilai tambah dari sektor

perdagangan dalam upaya menggerakan aktivitas

perekonomian. Capaian kinerja pembangunan urusan

pilihan perdagangan dapat dilihat dalam tabel di bawah

ini:

Tabel 2.39.
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Kontribusi sektor
Perdagangan
terhadap PDRB

13,56 13,63 13,56 13,56

Ekspor Bersih
Perdagangan (Rp
000.000)

24.775 24.775 25.518 25.518

Cakupan bina
kelompok
pedagang/usaha
informal

8.726 9.162 9.620 9.620

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

adalah diperlukannya peningkatan sarana dan

prasarana usaha dagang kecil agar dapat bersaing dan

pengawasan terhadap barang yang beredar di pasar

dalam rangka kestabilan harga dan perlindungan

konsumen.
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7) Perindustrian
Pembangunan urusan perindustrian diarahkan

dalam menumbuhkembangkan perindustrian  melalui

penciptaan iklim yang kondusif untuk berinvestasi dan

penyediaan tenaga kerja yang kompeten. Rendahnya

pertumbuhan sektor industri, menjadikan prioritas

Pemerintah dalam pembangunan urusan ini adalah

pada peningkatan pertumbuhannya. Upaya ini

dilakukan dengan melakukan pembinaan klaster

industri, pembinaan terhadap IKM, dan pengembangan

teknologi tepat guna. Capaian kinerja urusan pilihan

perdagangan ditampilkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.40.
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Kontribusi sektor
Industri terhadap
PDRB

12,73 11,51 12,74 12,74

Kontribusi industri
rumah tangga
terhadap PDRB
sektor Industri

2,02 2,21 3,41 3,41

Pertumbuhan
Industri

19.083 19.273 19.551 19.551

Cakupan bina
kelompok pengrajin

8.041 8.362 8.442 8.442

8) Ketransmigrasian
Pembangunan urusan ketransmigrasian

diarahkan pada pelayanan fasilitasi pada penduduk

untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui

program transmigrasi.

Capaian kinerja pembangunan urusan pilihan

ketransmigrasian ditampilkan dalam tabel di bawah ini:
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Tabel 2.41.
Capaian Kinerja Urusan Ketransmigrasian

Indikator Kinerja
Capaian Kinerja RKPD Target

Kinerja
Tahun
2012

Perkiraan
Realisasi Target
RPJMD s/d Th

20122010 2011

1 2 3 4 5
Jumlah transmigran
yang ditempatkan
(KK)

5 35 35 35

2.2 Permasalahan Pembangunan Daerah
Permasalahan pembangunan daerah diinventarisir

setelah mendapatkan gambaran mengenai kondisi daerah dan

setelah dilakukannya evaluasi kinerja selama satu tahun.

Permasalahan bersumber dari masih banyaknya terjadi gap

yang cukup jauh antara angka capaian dan kuantifikasi target

yang harus dicapai. Berikut ini beberapa hal yang dapat

diidentifikasi sebagai masalah dalam pembangunan daerah:

1. Masih rendahnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan

pendidikan yang diindikasikan dengan menurunnya APK

dan APM, masih banyaknya ruang kelas dalam kondisi

kurang baik dan masih tingginya angka putus sekolah;

2. Masih tingginya angka penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan dan masih rendahnya tingkat

kesempatan kerja;

3. Masih rendahnya tingkat penanganan PMKS;

4. Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan penduduk

yang ditunjukkan dengan masih tingginya penduduk yang

belum memperoleh pelayanan sanitasi, serta

meningkatnya jumlah AKI dan AKB;

5. Masih rendahnya kualitas infrastruktur jalan dan

jembatan;

6. Masih rendahnya rasio elektrifikasi;

7. Masih banyaknya rumah tidak layak huni;

8. Kurangnya sarana dan prasarana keselamatan jalan raya,

berupa rambu-rambu, penunjuk jalan, marka jalan,
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pengaman jalan, uji kelayakan kendaraan, dan alat

pengatur isyarat lalu lintas;

9. Belum optimalnya penanganan sampah dan konservasi

terhadap lingkungan hidup;

10. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memperoleh

dokumen kependudukan dan catatan sipil;

11. Belum optimalnya perlindungan hak anak dan peran serta

perempuan dan kesetaraan gender dalam pembangunan;

12. Masih tingginya angka unmetneed KB;

13. Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif

usaha mikro kecil menengah belum terwujud secara

optimal;

14. Masih rendahnya realisasi penanaman modal;

15. Masih terbatasnya sumber daya manusia dalam

pemasyarakatan olah raga, pembinaan dan pengembangan

olah raga prestasi;

16. Menurunnya kesadaran masyarakat dalam menjaga

keamanan dan kenyamanan lingkungan;

17. Masih tingginya ketergantungan keuangan daerah pada

pemerintah pusat;

18. Belum mantapnya penyelenggaraan good governance,

pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, dan sistem

pengendalian internal pemerintah;

19. Kemampuan petani di dalam menjamin mutu dan

produktivitas tanaman pangan serta laju alih fungsi lahan

pertanian ke non pertanian  mengancam ketersediaan

pangan daerah;

20. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan,

informasi dan pasar;

21. Semakin meningkatnya kebutuhan kayu untuk industri

sebesar 200.000 m3 per tahun dan harga yang cukup

tinggi mendorong masyarakat memanen hasil hutan

sebelum waktunya dengan diameter kayu <20cm sehingga

diperlukan penyadaran masyarakat untuk mengelola

lahan dengan pengelolaan hutan produksi lestari;
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22. Daya saing dan daya jual destinasi pariwisata masih

lemah. Hal ini disebabkan oleh masih rendahnya kualitas

produk dan jasa pariwisata, kurang tersedianya sarana

dan prasarana yang memadai di lingkungan destinasi

wisata, masih rendahnya kualitas SDM pengelola destinasi

wisata, pramuwisata maupun para pelaku pariwisata

lainnya;

23. Belum optimalnya pengembangan kawasan budidaya

menjadi sentra-sentra produksi perikanan;

24. Masih rendahnya capaian ekspor produk kabupaten

Banjarnegara;

25. Rendahnya penguasaan dan penggunaan teknologi dalam

proses produksi serta perlunya peningkatan prasarana,

pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja.



B a b I I I R e n c a n a  K e r j a P e m e r i n t a h  D a e r a h  [ R K P D ]K a b u p a t e n  B a n j a r n e g a r a  T a h u n  2 0 1 3 65

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Kabupaten Banjarnegara merupakan daerah agraris,

dengan struktur perekonomian terbesar ditopang oleh sektor

pertanian, terutama komoditas tanaman bahan makanan.

Dengan besarnya kontribusi komponen bahan makanan sebagai

pemicu inflasi secara agregat, maka dengan pembangunan

sektor utama dalam perekonomian diharapkan akan

memberikan keunggulan bagi pengembangan dan kestabilan

perekonomian daerah, terutama bila dikaitkan dengan

penguatan daya beli masyarakat.

Pembangunan sektor pertanian akan terbatasi oleh

tersedianya jumlah lahan pertanian. Maka untuk menghindari

kecenderungan terjadinya stagnasi perekonomian, diperlukan

pengembangan sektor lain yang potensial dalam mengakselerasi

perekonomian. Periode tahun 2011-2016, perekonomian regional

Kabupaten Banjarnegara dibangun dengan memprioritaskan

sektor utama dalam perekonomian yaitu sektor pertanian serta

dengan mengoptimalkan peran sektor yang potensial yaitu

sektor pariwisata dan jasa.

Besarnya kontribusi sektor pertanian terhadap

perekonomian regional, tidak terlepas dari besarnya jumlah

penduduk yang bekerja pada sektor pertanian. Mengingat tujuan

dari pembangunan ekonomi adalah peningkatan kesejahteraan

masyarakat, maka peningkatan kesejahteraan petani menjadi

isu yang sangat strategis untuk diperhatikan.

Pembangunan perekonomian tahun 2013 diarahkan untuk

dapat memberi jawaban atas masalah-masalah aktual dalam

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta

memberikan kontribusi yang riil terhadap peningkatan

kesejahteraan masyarakat melalui penurunan jumlah penduduk
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miskin, penyediaan lapangan kerja, dan penanganan para

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2011 dan Perkiraan
Tahun 2012

Pembangunan makro ekonomi secara klasik

dilakukan untuk mewujudkan kondisi full employment,

yaitu ketika seluruh tenaga kerja dapat terserap dalam

lapangan pekerjaan. Kondisi ini ideal karena di satu sisi

terjadi distribusi pendapatan, dan di sisi lain terjadi

optimalisasi sumber daya produksi yang tersedia.

Sedangkan secara mikro, perekonomian disusun untuk

menjamin kemampuan penduduk dalam memenuhi

kebutuhan dasar hidupnya melalui stabilisasi harga.

Gambaran pembangunan ekonomi suatu daerah

dapat dilihat dari tinggi rendahnya intensitas aktivitas

ekonomi yang salah satunya dapat diukur melalui

besaran nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Adanya peningkatan nilai PDRB mengisyaratkan adanya

peningkatan aktivitas ekonomi, baik yang sifatnya

internal daerah yang bersangkutan, maupun dalam

kaitannya dengan interaksi antardaerah.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka secara garis

besar perkembangan perekonomian suatu daerah dapat

dilihat dari level pertumbuhan ekonomi dan kemampuan

pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi. Laju

pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banjarnegara tahun

2011 ada pada angka 4,92%, atau mengalami percepatan

0,03% dari laju pertumbuhan ekonomi tahun 2010

(4,89%) yang sebelumnya mengalami koreksi 0,22% bila

dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi pada tahun

2009 (5,11%).

Laju inflasi pada tahun 2011 dapat dikendalikan

pada angka 4,73%, lebih baik bila dibandingkan dengan

angka capaian pada tahun 2010 sebesar 7,13%.
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Besarnya kontribusi bahan makanan sebagai inflatoar,

dapat diredam dengan memastikan ketersediaan bahan

makanan di pasaran terutama pada masa-masa puncak

banyaknya permintaan seperti pada kondisi hari raya.

Pada tahun 2012, tingkat inflasi diproyeksikan akan

tetap rendah pada kisaran 5% dalam kondisi yang

cenderung ceteris paribus, kecuali terdapat gejolak

terutama mengenai adanya rencana kenaikan harga

Bahan Bakar Minyak (BBM) pada tahun 2012. Jika

rencana ini terealisasi, maka angka inflasi diproyeksikan

berada pada kisaran angka 7%.

Nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Kabupaten Banjarnegara, baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan menunjukkan nilai

yang terus meningkat setiap tahunnya. Hal ini secara

langsung dapat menggambarkan meningkatnya aktivitas

perekonomian di dalam daerah, baik yang bersifat

internal maupun yang merupakan interaksi antar daerah.

Nilai dan kontribusi per sektor dalam PDRB Kabupaten

Banjarnegara dapat dilihat di dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1.
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2011*)
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Tahun 2000 Kabupaten Banjarnegara (dalam jutaan rupiah)

No Sektor Hb Hk
Rp % Rp %

1 Pertanian 2.844.587,91 38,21 1.060.086,56 34,98

2 Pertambangan & Penggalian 36.709,25 0,49 15.920,99 0,53

3 Industri 930.300,49 12,49 394.671,82 13,02

4 Listrik,Gas & Air bersih 34.398,21 0,46 14.848,29 0,49

5 Bangunan 499.522,23 6,71 205.326,13 6,78

6 Perdagangan 996.729,50 13,39 383.513,40 12,65

7 Angkutan 333.708,45 4,48 139.930,92 4,62

8 Bank & Lembaga Keuangan

Lainnya

469.469,03 6,31 187.035,27 6,17

9 Jasa-jasa 1.300.115,37 17,46 629.208,65 20,76

P D R B 7.445.540,44 100 3.030.542,04 100

*) Angka Sementara
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
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Total nilai PDRB Kabupaten Banjarnegara tahun

2011 menurut harga berlaku adalah sebesar (dalam

jutaan) Rp 7.445.540,44,-. Sektor penyumbang terbesar

dalam struktur perekonomian regional adalah sektor

pertanian dengan kontribusi senilai (dalam jutaan)

Rp 2.844.587,91,- atau sebesar 38,21%, diikuti sektor

jasa-jasa senilai (dalam jutaan) Rp 1.300.115,37,- atau

sebesar 17,46%. Sedangkan, sektor kontributor terendah

adalah sektor listrik, gas, dan air bersih senilai (dalam

jutaan) Rp 34.398,21,- sebesar 0,46% dan sektor

pertambangan & penggalian senilai (dalam jutaan)

Rp 36.709,25,- atau sebesar 0,49% dari total PDRB

Kabupaten.

Pertumbuhan sektor pertanian dalam perekonomian

merupakan yang terendah meskipun sektor pertanian

merupakan sektor utama dalam struktur perekonomian

regional Kabupaten Banjarnegara. Pertumbuhan sektor

pertanian untuk tahun 2011 adalah sebesar 2,37%,

dengan subsektor penyumbang pertumbuhan terbesar

adalah subsektor kehutanan dan peternakan. Dari angka

tersebut, dapat dilihat bahwa sektor pertanian sudah

pada siklus matang (mature), yaitu suatu kondisi ketika

suatu sektor sudah mendekati posisi optimal. Sektor ini

dapat dikembangkan dengan strategi intensifikasi demi

meningkatkan produktivitas, karena pengembangan

melalui ekstensifikasi akan terkendala pada terbatasnya

lahan yang tersedia.

Sektor yang dapat menjadi unggulan untuk

dikembangkan adalah sektor jasa-jasa, sektor ini

memiliki kontribusi terhadap PDRB sebesar 17,46%

dengan level pertumbuhan sebesar 8,77%. Pada sektor

jasa-jasa ini, dalam subsektor swasta, kontribusi jasa

sosial kemasyarakatan memiliki kontribusi terbesar yaitu

8,50%. Sektor jasa-jasa merupakan kontributor terbesar

kedua dalam struktur perekonomian regional dan dengan
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level pertumbuhan  yang tertinggi. Dengan begitu, sektor

jasa-jasa merupakan sektor yang sedang dalam fase

tumbuh. Berbagai strategi dan kebijakan dapat ditempuh

untuk mengoptimalkan peran sektor ini dalam

perekonomian.

Pertumbuhan sektor Pendapatan Domestik Regional

Bruto (PDRB) Kabupaten Banjarnegara untuk tahun

2011 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.
Pertumbuhan Sektor PDRB

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun
2000 Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011*)

N
o Sektor

Pertumbuhan
Hb Hk
% %

1 Pertanian 10,92 2,37
2 Pertambangan & Penggalian 9,96 4,09
3 Industri 9,09 3,87
4 Listrik, Gas & Air bersih 9,92 7,67
5 Bangunan 10,59 6,81
6 Perdagangan 9,65 4,69
7 Angkutan 10,44 7,34
8 Bank & Lembaga Keuangan

Lainnya
10,55 5,96

9 Jasa-jasa 14,87 8,77
PDRB 11,10 4,92

*) Angka Sementara
Sumber: Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011

Perkembangan iklim investasi juga menunjukkan

gejala yang positif pada tahun 2011 ini, hal ini

ditunjukkan dengan meningkatnya nilai investasi dari

Rp 198.462.036.475,- pada tahun 2010 menjadi

Rp 282.686.721.196,- pada tahun 2011 atau naik

sebesar 42,44%. Pada tahun 2012, angka investasi

diproyeksikan akan meningkat secara inkremental

dengan semakin stabilnya perekonomian dan adanya

dukungan dari daerah secara demografis yaitu

tersedianya tenaga kerja.
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Masalah pertumbuhan ekonomi, secara alami akan

menimbulkan pula masalah ketimpangan. Sehingga

masalah pemerataan adalah salah satu masalah yang

perlu diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun

2011, indeks ketimpangan Williamson untuk Kabupaten

Banjarnegara adalah sebesar 0,53. Angka ini masih

relatif tinggi, sehingga pada tahun terakhir RPJMD 2011-

2016 diharapkan masalah ketimpangan perekonomian

ada pada angka yang lebih moderat.

Pendapatan per kapita penduduk atas dasar harga

berlaku pada tahun 2011 adalah sebesar Rp 6.861.864,-,

atau tumbuh sebesar 10,34% dari pendapatan per kapita

pada tahun 2010 sebesar Rp 6.219.087,-. Naiknya

pendapatan per kapita penduduk ini, dapat menjadi

gambaran mengenai naiknya tingkat kesejahteraan

masyarakat secara umum yang akan berimbas pada

menguatnya permintaan pada pasar domestik.

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun
2013 dan Tahun 2014

Perkembangan perekonomian global yang belum

menunjukkan adanya tanda-tanda perbaikan yang

signifikan sebagai indikasi akan segera berakhirnya krisis

global menyebabkan prospek perekonomian Indonesia ke

depan masih diliputi oleh nuansa ketidakpastian yang

tinggi. Dampak krisis dipastikan akan memberikan

tekanan yang cukup signifikan, tidak saja pada

perekonomian domestik jangka pendek, namun juga

akan mempengaruhi lintasan variabel-variabel kunci

ekonomi makro dalam jangka menengah.

Kombinasi kebijakan fiskal dan moneter yang tepat,

setidaknya dapat meredam krisis agar tidak

mempengaruhi perekonomian ke arah yang lebih negatif.

Penetapan kebijakan diskonto yang tepat dapat memacu

sektor riil untuk dapat berkembang. Tingkat suku bunga
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merupakan stimulus bagi tumbuh kembangnya sektor

riil.

Permintaan domestik diperkirakan akan tetap

menjadi kekuatan utama pertumbuhan ekonomi.

Penguatan sisi permintaan domestik ini harus mampu

diimbangi dengan daya dukung kapasitas perekonomian,

sehingga mampu menjaga kecukupan permintaan di sisi

produksi. Menjaga keseimbangan antara sisi permintaan

dan penawaran merupakan salah satu faktor utama yang

dapat menyebabkan perekonomian mampu terus tumbuh

tanpa fluktuasi inflasi yang tidak terkendali. Selain hal

tersebut, ketidakstabilan iklim dapat menjadi faktor yang

determinan dalam tingkat produksi, mengingat

Kabupaten Banjarnegara menggantungkan sebagian

besar perekonomiannya pada sektor pertanian, terutama

subsektor tanaman bahan makanan.

Potensi tekanan inflasi ke depan diperkirakan akan

berkurang sepanjang harga minyak dan kondisi moneter

tetap stabil. Tekanan inflasi yang biasanya datang dari

komoditas bahan makanan sebagai inflatoar akan dapat

dikendalikan dengan mencukupi kebutuhan pangan,

terutama pada masa-masa permintaan tinggi sehingga

tekanan inflasi dari harga pangan dalam jangka panjang

diperkirakan akan menurun. Menurunnya tekanan inflasi

akan memberikan ruang bagi penurunan suku bunga.

Adanya penurunan suku bunga merupakan stimulus

bagi perkembangan sektor riil, yang secara langsung

akan menyerap tenaga kerja yang akan berimbas pada

penguatan permintaan pasar domestik.

Penguatan permintaan pasar domestik ini, menjadi

hal penting karena masih mampu tumbuhnya

perekonomian di Indonesia pada umumnya di tengah

krisis ekonomi dunia diindikasikan karena karakteristik

perekonomian nasional yang mengarah pada domestic-

demand led growth (pertumbuhan yang penggerak
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utamanya didasarkan pada permintaan pasar domestik).

Karakteristik perekonomian ini, lebih mudah dalam

menahan tekanan yang berasal dari faktor eksternal.

Dengan gambaran tersebut, pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2013 dan 2014

diperkirakan ada pada kisaran 5,0%-6,0%, sementara

laju inflasi ada pada angka 4,0%-5,0%. Guna

mewujudkan tercapainya proyeksi perekonomian di atas,

maka perlu diambil sejumlah kebijakan, yang mencakup

kebijakan makro (moneter maupun fiskal) serta kebijakan

mikro (infrastruktur maupun energi). Berpijak pada

karakteristik perekonomian domestik, maka kebijakan

ekonomi secara umum harus diarahkan untuk tetap

menjaga ukuran pasar dan menjaga daya beli

masyarakat. Meskipun demikian, dalam jangka

menengah panjang, hanya kekuatan permintaan

domestik yang mampu diimbangi oleh sisi produksi

(penawaran) yang memungkinkan perekonomian

mencapai pertumbuhan tinggi tanpa harus

mengorbankan stabilitas harga. Oleh karena itu, dalam

perspektif jangka menengah panjang, kemampuan untuk

meningkatkan kapasitas produksi domestik menjadi

sangat penting.

Menjaga lini produksi dari hulu hingga ke hilir

menjadi suatu hal yang perlu dipertimbangkan bagi

pemerintah, terutama dalam kaitannya dengan

peningkatan nilai tambah sektoral. Karena nilai tambah

industri hilir akan lebih besar bila dibandingkan nilai

tambah pada industri hulu.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam membangun daerah dan menghadapi menghadapi

tantangan ekonomi yang telah diidentifikasi, tidak dapat

dilepaskan dari kemampuan keuangan daerah. Keuangan

daerah yang tergambarkan dalam struktur APBD diharapkan
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dapat terdistribusi dengan baik ke dalam tiap urusan yang ada

sehingga dapat menjadi penggerak bagi perekonomian daerah.

Dalam konteks desentralisasi fiskal diharapkan keuangan

daerah dapat terus meningkatkan kemandiriannya agar tidak

terlalu bergantung pada pemerintah pusat.

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Berikut gambaran lengkap proyeksi pendanaan pada

tahun 2013 dan tahun 2014 yang mempertimbangkan

realisasi pada tahun 2009 dan tahun 2010 serta

anggaran tahun 2011 dan tahun 2012:
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Tabel 3.3.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan

Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2009-2014 ( dalam jutaan rupiah )

No Uraian

Jumlah

Realisasi
Tahun

Realisasi
Tahun

Anggaran
Tahun Tahun Berjalan

Proyeksi
/Target pada

Tahun
Rencana 2013

Proyeksi
/Target pada
Tahun 20142009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

1.1 Pendapatan asli daerah 60,636.81 62,486.77 63,080.23 63,548.92 69,270.23 83,700.57
1.1.1 Pajak daerah 8,161.47 9,265.19

10,139.50
10,529.50 11,054.50 24,402.12

1.1.2 Retribusi daerah
39,104.93 39,760.95 40,855.29

19,569.83 20,212.28 21,295.08

1.1.3 Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan

3,619.84 3,348.73
3,860.68

3,917.77 4,490.55 4,490.55

1.1.4 Lain-lain pendapatan asli
daerah yang sah

9,750.57 10,111.90 8,224.76 29,531.82 33,512.82 33,512.82

1.2 Dana perimbangan 609,869.01 615,050.73 665,378.90 786,841.19 825,260,553 850,849.33

1.2.1 Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil
bukan pajak

39,151.94 47,313.95 37,714.41 37,714.41 42,063.98 42,063.98

1.2.2 Dana alokasi umum 504,757.08 506,783.18 562,287.69 681,395.92 715,465.72 736,929.69

1.2.3 Dana alokasi khusus 65,960.00 60,953.60 65,376.80 67,730.85 67,730.85 71,855.66
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No Uraian

Jumlah

Realisasi
Tahun

Realisasi
Tahun

Anggaran
Tahun Tahun Berjalan

Proyeksi
/Target pada

Tahun
Rencana 2013

Proyeksi
/Target pada
Tahun 20142009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

1.3 Lain-lain pendapatan daerah
yang sah 66,815.90 172,175.08 326,702.20 236,497.40 214,086.64 276,487.33

1.3.1 Hibah - 364.63 2,134.37 1,332.19 - -

1.3.2 Dana darurat - - - - - -

1.3.3 Bagi hasil pajak dari provinsi
dan dari pemerintah daerah
lainnya

27,006.72 23,556.43 21,699.74 21,709.74 22,795.23 23,934.99

1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus

14,326.43 54,621.06 180,427.34 124,494.80 102,330.74 178,898.96

1.3.5 Bantuan Keuangan dari provinsi
pemerintah daerah lainnya**)

20,553.40 56,442.68 122,440.75 88,960.67 88,960.67 73,653.38

1.3.6 Dana Penguatan Desentralisasi
Fiskal dan Percepatan
Pembangunan Daerah

4,929.35 37,190.27 - - - -

JUMLAH PENDAPATAN
DAERAH (1.1 +1.2+1.3) 737,321.72 849,712.58 1,055,161.33 1,086,887.50 1,108,617.33 1,211,037.23
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3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Dalam memproyeksikan struktur keuangan daerah,

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara memberlakukan

struktur yang seimbang. Yang artinya defisit pada struktur

keuangan merupakan defisit yang dapat ditutup melalui

pembiayaan tanpa memerlukan pinjaman daerah atau

sering disebut defisit anggaran.

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah meliputi

beberapa aspek yaitu :

a. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah,

pajak daerah yang merupakan komponen

dari Pendapatan Asli Daerah menjadi salah

satu pos yang mendapat perhatian bagi

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Sub

sektor pajak hotel dan restoran merupakan

pos yang masih sangat potensial jika melihat

perkembangan sektor tersebut di Kabupaten

Banjarnegara pada saat ini.

b. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam

mencapai target, antara lain : (1) Identifikasi

sumber pendapatan baru; (2) Intensifikasi

dan ekstensifikasi pendapatan; (3) Penguatan

lembaga dalam penerapan Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan

Retribusi Daerah, terutama dalam penarikan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan

dan Perdesaan serta Bea Perolehan Hak atas

Tanah dan Bangunan (BPHTB)
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3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah menurut pengelolaannya

terbagi menjadi belanja tidak langsung dan

belanja langsung. Dengan perbedaan pengelolaan

tentunya membutuhkan perbedaan dalam

penerapan kebijakan.

a. Belanja tidak langsung

Dalam pengalokasian belanja tidak

langsung Pemerintah Kabupaten

banjarnegara memprioritaskan terlebih

dahulu pemenuhan belanja pegawai yang

merupakan kewajiban yang tidak dapat

dihindari. Hal lain yang merupakan

kewajiban bagi Pemerintah Daerah

selanjutnya adalah belanja bagi hasil kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah

Desa yang merupakan reward dari

pendapatan yang telah dihasilkan.

Pemerintahan Desa merupakan

kepanjangtanganan Pemerintah Kabupaten

dalam melaksanakan pembangunan. Agar

pembangunan di Desa dapat lebih optimal

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

memprioritaskan Belanja Bantuan Keuangan

kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan

Pemerintahan Desa.

Kondisi geografis Kabupaten

Banjarnegara diidentifikasi rawan bencana

alam (bencana tanah longsor, bencana

kekeringan, maupun bencana gas beracun)

pada beberapa titik, dengan

mempertimbangkan hal tersebut pos belanja
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tidak terduga menjadi prioritas untuk

dialokasikan. Belanja hibah dan bantuan

sosial menjadi prioritas selanjutnya.

b. Belanja Langsung

Kebijakan pengalokasian belanja

langsung mempertimbangkan kegiatan-

kegiatan rutin SKPD sebagai belanja

operasional, kegiatan-kegiatan yang

mempunyai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang harus dilaksanakan, dan

kegiatan-kegiatan yang mendukung program

visi misi Bupati Banjarnegara yang tertuang

dalam RPJMD 2011-2016 yang telah

diselaraskan dengan program-program

Nasional maupun Provinsi Jawa Tengah.

Serta kegiatan-kegiatan yang sifatnya

mendesak.

Berdasarkan kebijakan-kebijakan di atas

berikut proyeksi kerangka belanja Kabupaten

Banjarnegara pada tahun 2013 serta proyeksi

tahun 2014 yang dibuat dengan

mempertimbangkan realisasi belanja tahun 2009,

2010, dan anggaran tahun 2011 :
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Tabel 3.4.
Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah

Tahun 2009-2014 (ribuan rupiah)

No Uraian

Jumlah
Realisasi
Tahun

Realisasi
Tahun Anggaran Tahun Tahun Berjalan Proyeksi

/Target pada
Tahun Rencana

2013

Proyeksi
/Target pada
Tahun 20142009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

2.1 Belanja Tidak Langsung 547,746,620 589,664,207 694,369,109 760,491,602 772,527,419 784,472,583
2.1.1 Belanja pegawai 423,263,332 517,565,328 607,791,040 680,446,517 696,684,534 704,736,620
2.1.2 Belanja bunga - - - - - -
2.1.3 Belanja subsidi - - - - - -

2.1.4 Belanja hibah 42,738,640 2,712,667 17,165,496 25,436,012 26,239,512 28,863,463
2.1.5 Belanja bantuan sosial 14,280,922 6,468,130 30,850,000 8,550,700 8,445,000 9,289,500

2.1.6
Belanja bagi hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/kota
dan Pemerintah Desa*

- - - 530,000 530,000 583,000

2.1.7

Belanja Bantuan Keuangan
kepada
Provinsi/Kabupaten/kota
dan Pemerintahan Desa*

66,645,145 62,368,718 34,292,573 35,528,373 35,628,373 36,000,000

2.1.8 Belanja tidak terduga 818,582 549,364 4,270,000 10,000,000 5,000,000 5,000,000
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No Uraian

Jumlah
Realisasi
Tahun

Realisasi
Tahun Anggaran Tahun Tahun Berjalan Proyeksi /Target

pada Tahun
Rencana 2013

Proyeksi /Target
pada Tahun

20142009 2010 2011 2012

1 2 3 4 5 6 7 8

2.2 Belanja Langsung 187,592,145 274,398,229 415,750,576 386,788,297 395,089,914 403,569,709
2.2.1 Belanja pegawai 25,913,625 23,220,095 15,553,105 25,763,903 26,316,872 26,881,709

2.2.2 Belanja barang
dan jasa 84,278,578 95,963,247 199,154,257 188,144,157 192,182,285 196,307,084

2.2.3 Belanja modal 77,399,942 155,214,888 201,043,214 172,880,238 176,590,757 180,380,916

JUMLAH
BELANJA
DAERAH(2.1+2.2)

735,338,765 864,062,436 1,110,119,685 1,147,279,899 1,167,617,333 1,188,042,292
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3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah diarahkan pada

bagaimana menutup proyeksi defisit anggaran

yang ada. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun

sebelumnya (SILPA) yang merupakan komponen

dari penerimaan pembiayaan masih menjadi pos

utama dalam penutup defisit. Untuk pengeluaran

pembiayaan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

memprioritaskan untuk memenuhi kewajiban

penyertaan modal pada BUMD yang ada dan juga

pada peningkatan permodalan UMKM maupun

usaha pertanian. Berikut proyeksi pembiayaan

daerah tahun 2013 dan tahun 2014 yang

didasarkan dari realisasi tahun 2009 dan tahun

2010 serta anggaran tahun 2011 dan tahun 2012:
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Tabel 3.5.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah Tahun 2009-2014

(ribuan rupiah)

No Uraian

Jumlah
Realisasi
Tahun

Realisasi
Tahun

Anggaran
Tahun Tahun Berjalan Proyeksi

/Target pada
Tahun 2013

Proyeksi
/Target pada
Tahun 20142009 2010 2011 2012

3.1 Penerimaan pembiayaan 72.331.037 71.363.995 60.218.351 63.892.397 63.000.000 48,583,732

3.1.1 Sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya (SILPA) 69.831.037 68.863.995 51.686.139 63.892.397 63.000.000 48,583,732

3.1.2 Pencairan Dana Cadangan - - - - - -

3.1.3 Hasil penjualan kekayaan daerah yang
dipisahkan - - - - - -

3.1.4 Penerimaan pinjaman daerah 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - -

3.1.5 Penerimaan kembali pemberian
pinjaman 1.250.000 1.250.000 7.282.212 - - -

3.1.6 Penerimaan piutang daerah - - - - - -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.450.000 5.328.000 5.261.000 3.500.000 4.000.000 4,500,000
3.2.1 Pembentukan dana cadangan - - - - - -

3.2.2 Penyertaan modal (Investasi) daerah 2.950.000 2.828.000 2.761.000 3.500.000 4.000.000 4,500,000
3.2.3 Pembayaran pokok utang 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - -

3.2.4 Pemberian pinjaman daerah 1.250.000 1.250.000 1.250.000 - - -
JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO
(3.1-3.2) 66.881.037 66.035.995 54.957.351 60.392.397 59.000.000 44,083,732
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BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Ketidaktepatan memilih prioritas kegiatan merupakan salah satu

masalah yang sering terjadi dalam tahap penyusunan sebuah

rencana pembangunan. Sedang pada tahapan penyusunan

pelaksanaan rencana, masalah yang sering muncul adalah menjaga

konsistensi antara tujuan dan sasaran rencana dan pelaksanaan

rencana (kebijakan perencanaan). Untuk mengantisipasi masalah-

masalah tersebut Kabupaten Banjarnegara dalam menentukan

prioritas dan sasaran pembangunan memegang erat dokumen

RPJMD Tahun 2011-2016 dengan mempertimbangkan capaian-

capaian pembangunan nasional selama tahun 2010 dan 2011.

RPJMD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 menetapkan

tahun 2013 sebagai tahun ke-2 (dua) yang dalam pentahapannya

disebut tahapan “Implementasi dan Evaluasi Program” dengan tema

pembangunan “Banjarnegara daerah agrobisnis dan agrowisata yang

maju”. Prioritas arah kebijakan pada tahun 2013 antara lain :

1) Peningkatan sarana prasarana pertanian

2) Peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya

3) Pelatihan SDM tenaga kerja

4) Pembinaan usaha kehutanan, kemitraan, dan mengembangkan

diversifikasi produk hasil hutan

5) Pengembangan SOP, SPP, OSS

6) Pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov)

7) Pengembangan sistem informasi manajemen keuangan  daerah

dan aset daerah

8) Revitalisasi BUMD

9) Pemberian pendidikan politik kepada masyarakat

10) Pembangunan jalan lingkar utara

11) Pembangunan wajah kota dengan sungai serayu sebagai

lambang kota

12) Peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan air minum

13) Fasilitasi dan pembangunan Sarana Prasarana Sosial

14) Stimulasi pembangunan dan perbaikan jalan pedesaan



B a b I V R e n c a n a  K e r j a  P e m e r i n t a h  D a e r a h  [ R K P D ]K a b u p a t e n  B a n j a r n e g a r a  T a h u n  2 0 1 3 84

15) Peningkatan kapasitas kelembagaan ketataruangan

16) Peningkatan perlindungan, konservasi, rehabitasi dan

pemulihan SDA LH

17) Perbaikan sistem tenaga pendidik dan kependidikan dalam

rangka peningkatan profesionalisme pelayanan pendidikan

18) Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan

19) Meningkatkan penanganan dan pembinaan PMKS

20) Penguatan kapasitas kelembagaan kesejahteraan sosial

21) Fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat

22) Fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak anak

23) Fasilitasi pengembangan ekonomi bagi keluarga  pra sejahtera

dan sejahtera I

24) Penegakan PERDA

25) Pembinaan Kesadaran Hukum

26) Fasilitasi pengembangan olahraga masyarakat

27) Perlindungan, pelestarian dan revitalisasi benda dan bangunan

cagar budaya

Arah kebijakan inilah yang dijabarkan ke dalam program kegiatan.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Visi yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten

Banjarnegara tahun 2011-2016, yaitu:

“TERWUJUDNYA BANJARNEGARA YANG MANDIRI DAN
BERDAYA SAING, MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA

YANG BERAKHLAK MULIA”

Misi-misi yang ditetapkan berdasarkan Visi adalah sebagai

berikut:

1. Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Melalui Pembangunan Berbasis Pertanian dan Potensi Lokal

Yang Berdaya Saing.

2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik.

3. Mewujudkan Kondisi Aman, Damai, Demokratis dan

Religius
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4. Mewujudkan Pembangunan Berwawasan Lingkungan Hidup

yang Berkelanjutan

5. Mewujudkan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

dengan Prioritas Penegakan Hukum, Penghargaan Hak

Asasi Manusia, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak.

6. Mewujudkan Pembangunan Karakter Bangsa Melalui

Pengembangan Seni Budaya, Penghargaan Tradisi dan

Kearifan Lokal

Dalam rangka mendukung pencapaian misi-misi tersebut

dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Tujuan adalah

pernyataan-pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk

mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah,

sementara sasaran adalah hasil atau kondisi yang diharapkan

dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur.

Keterkaitan antara visi/misi, tujuan dan sasaran dapat dilihat

pada tabel berikut ini:
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Tabel 4.1.
Hubungan Visi/Misi dan Tujuan/Sasaran Pembangunan

MISI TUJUAN SASARAN

1 Mewujudkan

Peningkatan

Kesejahteraan

Masyarakat Melalui

Pembangunan

Berbasis Pertanian

dan Potensi Lokal

Yang Berdaya Saing.

1.1 Meningkatkan peran

sektor pertanian dan

pariwisata sebagai

penggerak utama

perekonomian daerah

1.1.1 Meningkatnya

ketahanan pangan

1.1.2 Meningkatnya produksi

dan produktivitas

pertanian yang

berkualitas

1.1.3 Meningkatnya

kesejahteraan petani

1.1.4 Meningkatnya produksi

peternakan

1.1.5 Meningkatnya produksi

perikanan

1.1.6 Meningkatnya produksi

dan produktivitas

perkebunan yang

berkualitas

1.1.7 Meningkatnya

kunjungan wisatawan

1.2 Meningkatkan peran

sektor perdagangan

sebagai pendukung

perekonomian daerah

1.2.1 Meningkatnya kinerja

perdagangan

1.3 Meningkatkan peranan

koperasi, UMKM dan

lembaga ekonomi

perdesaan dalam

perekonomian daerah

1.3.1 Meningkatnya

kapasitas Koperasi,

UMKM dan

kelembagaan ekonomi

pedesaan

1.4 Meningkatkan investasi

dan industri untuk

perluasan lapangan kerja

1.4.1 Meningkatnya jumlah

investasi

1.4.2 Meningkatnya

kesempatan dan

lapangan kerja serta

kualitas dan
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MISI TUJUAN SASARAN

produktivitas tenaga

kerja

1.4.3 Meningkatnya kinerja

usaha pelaku industri

kecil dan menengah

1.4.4 Meningkatnya produksi

pertambangan dan

energi

1.5 Meningkatkan peran

sektor kehutanan dalam

perekonomian daerah

1.5.1 Meningkatnya produksi

hasil kehutanan

2 Mewujudkan

Penyelenggaraan Tata

Kelola Pemerintahan

Yang Baik.

2.1 Meningkatkan kinerja

aparatur pemerintah

daerah

2.1.1 Meningkatnya kualitas

SDM aparatur

2.2 Meningkatkan

perencanaan,

pengendalian, dan

evaluasi pelaksanaan

pembangunan daerah

2.2.1 Tertata dan

meningkatnya kualitas

perencanaan,

pengendalian dan

evaluasi pelaksanaan

program, kegiatan dan

anggaran SKPD

2.2.2 Meningkatnya kualitas

pengawasan

pelaksanaan

pembangunan daerah

2.3 Meningkatkan

penyelenggaraan

pemerintahan daerah dan

otonomi daerah

2.3.1 Meningkatnya kinerja

penyelenggaraan

pemerintahan daerah

2.4 Meningkatkan Kapasitas

Keuangan dan Aset

Daerah

2.4.1 Meningkatnya

pengelolaan

pendapatan dan asset

daerah serta

meningkatnya kualitas

Laporan Keuangan

Daerah

2.5 Meningkatkan

pengelolaan kearsipan

2.5.1 Meningkatnya kualitas

pengelolaan kearsipan
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MISI TUJUAN SASARAN

daerah daerah

2.6 Meningkatkan pelayanan

komunikasi, informasi,

dan penataan

administrasi

kependudukan

2.6.1 Meningkatnya kualitas

pelayanan

kependudukan dan

catatan sipil

2.6.2 Meningkatnya kualitas

pelayanan informasi

3 Mewujudkan Kondisi

Aman, Damai,

Demokratis dan

Religius

3.1 Meningkatkan keamanan

dan ketertiban lingkungan

3.1.1 Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban lingkungan

3.2 Meningkatkan

pencegahan dan

penanggulangan korban

bencana

3.2.1 Menurunya jumlah

korban bencana

3.3 Meningkatkan kehidupan

demokrasi dalam

kehidupan berbangsa dan

bernegara

3.3.1 Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

demokrasi

3.4 Meningkatkan kualitas

kehidupan berbangsa dan

toleransi beragama

3.4.1 Meningkatnya

pemahaman

kebangsaan, ajaran

agama, serta norma-

norma lainnya dalam

kehidupan

bermasyarakat

4 Mewujudkan

pembangunan

berwawasan

lingkungan hidup

yang berkelanjutan

4.1 Meningkatkan

ketersediaan dan kualitas

infrastruktur wilayah

penujang perekonomian

4.1.1 Meningkatnya  sarana

infrastruktur yang

menunjang iklim usaha

investasi

4.1.2 Meningkatnya sarana

dan prasarana

perumahan yang layak

huni

4.1.3 Meningkatnya

ketersediaan dan
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kualitas sarana dan

prasarana

perhubungan

4.1.4 Meningkatnya sarana

dan prasarana

komunikasi

4.1.5 Meningkatnya daya

dukung dan kualitas

infrastruktur pedesaan

4.1.6 Meningkatnya

penanganan daerah

rawan bencana

4.2 Mewujudkan penataan

ruang yang

memperhatikan

keberlanjutan sumber

daya wilayah

4.2.1 Terwujudnya tata

ruang yang selaras

dengan arah

pengembangan

ekonomi unggulan

daerah

4.3 Meningkatkan kelestarian

lingkungan hidup serta

pengelolaan sumber daya

alam  yang mendukung

pembangunan

berkelanjutan

4.3.1 Terkendalinya

kerusakan dan

pencemaran

Lingkungan Hidup

4.3.2 Meningkatnya

pengelolaan sumber

daya energi

5 Mewujudkan

peningkatan kualitas

sumber daya manusia

dengan prioritas

penegakan hukum,

penghargaan hak

asasi manusia,

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

5.1 Mewujudkan pendidikan

bermutu dan terjangkau

5.1.1 Meningkatnya

perluasan akses

pendidikan dan

partisipasi masyarakat

5.1.2 Tersedianya akses

infrastruktur

pendidikan

5.1.3 Meningkatnya kualitas

tenaga kependidikan

5.1.4 Meningkatnya mutu

pendidikan

5.1.5 Meningkatnya minat

baca masyarakat
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5.2 Menjamin dan

meningkatkan Derajat

Kesehatan Masyarakat

yang merata

5.2.1 Meningkatnya akses

dan kualitas pelayanan

kesehatan bagi seluruh

masyarakat

5.3 Mewujudkan

kesejahteraan sosial

masyarakat

5.3.1 Berkurangnya

penyandang masalah

kesejahteraan sosial

5.3.2 Meningkatnya

keberdayaan

masyarakat desa

5.4 Meningkatkan peran

masyarakat dalam upaya

pemberdayaan

perempuan dan

perlindungan anak

5.4.1 Meningkatnya kualitas

kehidupan perempuan

dan anak

5.5 Meningkatkan ketahanan

dan kesejahteraan

keluarga

5.5.1 Meningkatnya kualitas

keluarga menuju

keluarga sejahtera

5.6 Meningkatkan kualitas

ketenagakerjaan

5.6.1 Meningkatnya

profesionalisme

angkatan kerja

5.7 Mewujudkan kesadaran

dan tertib hukum

5.7.1 Meningkatnya tertib

hukum

6 Mewujudkan

pembangunan

karakter bangsa

melalui

pengembangan seni

budaya ,

penghargaan tradisi

dan kearifan lokal.

6.1 Meningkatkan prestasi

pemuda dan olah raga

baik nasional maupun

internasional

6.1.1 Meningkatnya peran

aktif pemuda dalam

pembangunan

6.1.2 Meningkatnya

pencapaian prestasi

olahraga

6.2 Mengembangkan  dan

melestarikan  kebudayaan

daerah, serta melindungi

bangunan bersejarah dan

cagar budaya sebagai

identitas bangsa

6.2.1. Meningkatnya

pelestarian seni

budaya

6.2.2. Meningkatnya kualitas

bangunan bersejarah

dan cagar budaya
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4.2. Prioritas Pembangunan
Prioritas pembangunan tahun 2013 pada dasarnya adalah

gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil

dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD)

tahun rencana. Keterhubungannya dijelaskan dalam tabel

berikut:

Tabel 4.2.
7 Prioritas Pembangunan Daerah

Tujuh Prioritas
Pembangunan

Program Prioritas Tahun
Rencana (RPJMD)

Prioritas Pembangunan daerah
(RKPD)

1. Pendidikan
dan
Kebudayaan

Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga

Program Peningkatan sarana dan
prasarana Olah Raga

Program Peningkatan sarana dan
prasarana Olah Raga

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga

Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga

Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Budaya
Daerah

Program Pengembangan
Kerjasama Pengelolaan Budaya
Daerah

Program Pengembangan Nilai
Budaya

Program Pengembangan Nilai
Budaya

2. Kesehatan Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan

Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan

Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan

Program Pengawasan dan
Pengendalian Kesehatan
Makanan

Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan
Penduduk Miskin

Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Program Perbaikan Gizi
Masyarakat

Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

Program Pengembangan
Lingkungan Sehat

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

Program Pencegahan dan
Penanggulangan Penyakit
Menular

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

Program Upaya Kesehatan
Masyarakat

Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

Program Kemitraan Peningkatan
Pelayanan Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Anak Balita

Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia

Program Peningkatan Pelayanan
Kesehatan Lansia
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